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ABSTRAK 
 
Puji  Chayrani, E 131 13 515, dengan “Dampak Eksplorasi Migas PetroChina 
Terhadap Ketahanan Energi Indonesia”, di bawah bimbingan Seniwati, Ph.D 
selaku pembimbing I dan Aswin Baharuddin, S.IP, MA selaku pembimbing II, 
pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik, Universitas Hasanuddin.  
Penelitian ini menggambarkan hubungan bilateral Indonesia dengan RRT dalam 
bidang migas melalui eksplorasi oleh PetroChina sebagai alat dalam mencapai 
kepentingan energi kedua negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
strategi dan dampaknya terhadap ketahanan energi Indonesia. Pembahasan 
difokuskan pada  strategi PetroChina dan dampak eksplorasinya terhadap 
ketahanan energi dalam kurun waktu 2002-2012. Tipe penelitian adalah 
Deskriptif-Analitik. Teknik pengumpulan data, diperoleh dari studi pustaka yang 
menelaah sejumlah buku, jurnal, dokumen, dan artikel ilmiah. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa strategi PetroChina dalam bidang migas yaitu membentuk 
anak perusahaan baru, membangun kemitraan untuk meningkatkan popularitas 
perusahaan, dan mengakomodasi masyarakat lokal. PetroChina menjadikan 
ketahanan energi menjadi terancam terhadap affordable, accesable, dan reliable 
migas Indonesia karena hasil eksplorasi PetroChina lebih dominan ditujukan 
untuk kepentingan migas nasional RRT.  
 
 Kata kunci : Indonesia, RRT, PetroChina, Eksplorasi Migas, Ketahanan 
Energi 
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ABSTRACT 
 
Puji Chayrani, E 131 13 515, with the title “The Impact of PetroChina’s Oil 
and Gas Exploration Towards The Energy Defense of Indonesia”, with 
Seniwati, Ph.D as a main supervisor, and Aswin Baharuddin, S.IP, MA as 
assistand advisor, in the Department of International Relations, Faculty of Social 
and Political Sciences, Hasanuddin University.  
This research portrays the bilateral relations of Indonesia and People’s Republic 
of China on oil and gas sector through PetroChina’s exploration as a tool for 
gaining the nations energy interest. The aims of this research is to discover its 
strategy and the impact towards the Indonesia’s energy sustainability. This study 
focuses on PetroChina’s strategy and its impact in the priod of 2002-2012. The 
type of research is Descriptive-Analytic research. Data collecting technique used 
are library research, as well as gathering information from various written sources 
such as books, journals, documents, and scientific articles. The result of this study 
shows that strategy of PetroChina’s in oil and gas sector in Indonesia are to 
establish new companies, build partnerships to increase the popularity of the 
company, and accommodate local society. It become threaten by affordable, 
accesable, and reliable of Indonesia’s oil and gas. It happen because this 
exploration is more dominant to the oil and gas interest of the People’s Republic 
of China. 
 
Keywords: Indonesia, RRT, PetroChina, Oil and Gas Exploration, Energy 
Sustainability 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
 
Pada dasarnya kajian Ilmu Hubungan Internasional merupakan interaksi 
antar negara dalam dunia internasional. Interaksi adalah hubungan antar dua 
atau lebih aktor. Hadirnya globalisasi menciptakan aktifitas lintas batas 
negara, termasuk interaksi dan kerjasama antar aktor hubungan internasional 
yang tidak terbatas serta tidak lagi dapat dikendalikan sendiri oleh negara, 
seperti transaksi ekonomi global dan masalah lingkungan ( Robert & 
Sorensen, 2009, p. 269). 
Dalam artian bahwa dalam Ilmu Hubungan Internasional, negara 
bukanlah satu-satunya aktor yang memiliki peran penting namun, juga 
terdapat aktor non negara (non state), dimana aktor non-state  tersebut  dapat  
meliputi  International Govermental Organizations (IGOs), Non-Govermental 
Organizations (NGOs) atau International Non-Govermental Organizations 
(INGOs), Multinational Corporations (MNCs) atau Transnational 
Corporations (TNCs), Individual, Ethnic & National Liberation 
Organizations, dan sejenisnya. Aktor-aktor tersebut adalah organisasi atau 
perusahaan internasional yang juga dapat mempengaruhi suatu kebijakan di 
dalam tatanan hubungan internasional layaknya sebuah negara.  
Suatu negara tidak dapat menjalankan kepentingan nasionalnya tanpa 
adanya hubungan dan kerjasama dengan negara lain sehingga, telah menjadi 
kebutuhan negara untuk  membangun  hubungan bilateral atau interaksi 
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dengan negara lain  karena  negara ibarat manusia yang saling bergantung 
antar satu sama lain individu dengan individu, individu dengan kelompok, 
kelompok dengan  kelompok. Begitupun dengan suatu negara secara wajar 
jika hidup saling  ketergantungan dengan negara atau aktor  internasional 
lainnya. 
Dalam hubungan internasional, suatu negara tidak dapat memenuhi 
segala bentuk kebutuhan  warganya  jika  tidak  adanya  interaksi  kerjasama 
diluar  internal batas suatu negara. Kompleksnya permasalahan yang dihadapi 
oleh negara semakin  menjadikan  negara  berusaha  untuk  membangun  
kerjasama  dan saling ketergantungan dengan aktor lain (Amalia, p. 02). 
Untuk mencari solusi atas berbagai  masalah  tersebut  maka beberapa negara 
membentuk  suatu  kerjasama  internasional baik kerjasama bilateral maupun 
multilateral. Dimana dalam suatu kerjasama internasional maka terkumpullah 
berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang 
tidak dapat dipenuhi didalam negaranya sendiri (Agung , Perwita, & Yani, 
2011, p. 33). Landasan dari kerjasama internasional yaitu berdasar pada sejauh 
mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama.  
Oleh karena itu, dalam mewujudkan kepentingan nasional termasuk 
kepentingan energi nasional maka interaksi dan kerjasama yang dibangun oleh 
Indonesia dan RRT dapat saling melengkapi satu sama lain di sektor energi 
yaitu minyak dan gas bumi. Kedua negara ini, sepakat untuk mengintensifkan 
kerjasama ekonomi dan perdagangan di sektor energi dan  memperpanjang  
rantai  nilai  dalam bidang energi (Srikandi, 2014, p. 02). Salah satu bentuk 
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kerjasama kedua negara ini dapat ditinjau dari keberadaan perusahaan 
PetroChina di Indonesia yang dirintis oleh RRT. PetroChina sebagai 
perusahaan sektor migas milik RRT yang berinvetasi di Indonesia menjadi alat 
kedua negara dalam mencapai keuntungan bilateral dalam hal ini adalah 
kepentingan energi masing-masing negara.  
Salah satu hal yang membuat investor asing mau menanamkan modal 
atau mengadakan kerjasama dengan Indonesia terutama dalam sektor 
pertambangan migas dikarenakan Indonesia kaya akan Sumber Daya Alam 
terutama minyak dan gas bumi yang nantinya akan memberikan keuntungan 
bagi kesejahteran negara (Srikandi, 2014, p. 01). Dalam melakukan 
penambangan di Indonesia, Pertambangan Migas melakukan kerja sama 
dengan investor asing, sesuai dengan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 
Pasal 1 angka 19 tentang Minyak bumi dan Gas. Istilah yang digunakan 
adalah kontrak kerjasama (Republik Indonesia, p. 02)  
Kontrak kerjasama ini dapat dilakukan dalam bentuk kontrak bagi hasil 
atau bentuk kerjasama lainnya. Berlakunya UU No.22/2001 tentang minyak 
dan gas bumi di Indonesia,  membawa konsekuensi dimulainya generasi baru 
kontrak bagi hasil dimana pihak yang mewakili pemerintah sebagai 
pemegang kuasa pertambangan tidak lagi Pertamina tetapi kepada Badan 
Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu minyak dan gas bumi (BP Migas) untuk 
sektor kegiatan hulu dan untuk sektor kegiatan hilir wewenang berada di 
Badan Pengatur Kegiatan Usaha Hilir (BPH Migas) (Hartanto, 2013, p. 04).  
Lahirnya UU No.22/2001 ini adalah menggantikan UU No.8/1971 
tentang Pertamina, sehingga menimbulkan peralihan Kuasa Pertambangan 
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dari Pertamina ke Pemerintah yaitu Kementerian ESDM, serta membagi 
kegiatan usaha migas ke dalam 2 otoritas Badan Pelaksana yang berbeda 
yaitu BP Migas untuk kegiatan hulu dan BPH Migas untuk kegiatan hilir. 
Pertamina dengan lahirnya UU No.22/2001 ini adalah sebagai BUMN yang 
posisinya sama dengan kontraktor asing maupun domestik dalam kegiatan 
industri  migas di Indonesia.  Kebijakan deregulasi sektor migas ini membuka 
kesempatan bagi perusahaan internasional seperti PetroChina dalam hal 
kemudahan akses berinvestasi. Hal ini dikarenakan beralihnya pemegang 
otoritas dari Pertamina ke pemerintah melalui BP Migas dan BPH Migas 
mendorong efektifitas investasi dan pemasaran migas di Indonesia dengan 
proses yang lebih cepat dan mudah.  
PetroChina Company Limited adalah salah satu perusahaan BUMN 
yang didorong menjadi MNC yang mengadakan eksplorasi migas di beberapa 
negara dan salah satunya di Indonesia, dimana PetroChina ini merupakan 
perusahaan (produsen) dan (distributor) migas di RRT. PetroChina terbentuk 
sebagai “joint stock company” dengan pertanggungjawaban terbatas oleh 
China National Petroleum Corporation (CNPC) di bawah UU perusahaan 
tentang peraturan khusus pendaftaran dan penawaran saham oleh “joint stock 
company”. Secara resmi PetroChina terbentuk pada 5 November 1999. 
Dalam penelitian Maisa Yudono yang dikutip dalam website PetroChina 
dijelaskan bahwa latar belakang pendirian PetroChina karena kebijakan 
reformasi ekonomi RRT dan meningkatnya permintaan energi yang didorong 
oleh pertumbuhan ekonomi yang mencapai 9,3% di dekade 90-an (Yudono, 
2009, p. 02). CNPC merupakan BUMN dan group perusahaan minyak dan 
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kimia terbesar di RRT yang berada di bawah naungan badan investasi dan 
komisi negara untuk supervisi aset negara dan administrasi (Guo, 2007, p. 
02). 
Maka dari itu, dalam mencapai kepentingan tersebut maka pemerintah 
RRT mendorong perusahaan-perusahaan terkemuka di dalam negerinya yang 
bergerak di bidang migas termasuk PetroChina Company Limited untuk 
mengadakan investasi langsung ke Indonesia (Sinaga). PetroChina sebagai 
perusahaan yang berada dalam group CNPC bergerak di berbagai kegiatan, 
seperti eksplorasi, pengembangan produksi atau research and design, 
penyulingan, transportasi dan pemasaran minyak dan gas. PetroChina 
Internasional memiliki 9 cabang domestik dan 7 cabang di luar negeri, serta 
memiliki 78 tempat penyulingan dan produksi bahan kimia dari 43 negara 
serta beroperasi di 26 negara termasuk Indonesia.  
Awal keberadaan PetroChina di Indonesia diawali oleh perusahaan 
minyak dan gas Amerika Serikat yaitu Trend International Limited yang 
kemudian berubah nama menjadi Santa Fe Energy Resource, melakukan joint 
venture dengan beberapa perusahaan multinasional dan melakukan kerjasama 
Production Sharing Contract dengan Pertamina, dan dalam perkembangannya 
perusahaan Santa Fe Resource ini diakuisisi oleh Devon Energy. Di tahun 
2002, saat PetroChina melakukan akusisi terhadap Devon Energy di 
Indonesia dan melalui PetroChina International Indonesia Ltd, akhirnya 
secara resmi PetroChina hadir di industri pertambangan minyak dan gas 
Indonesia. Tidak berhenti di tiga blok saja, pada tahun 2003 PetroChina 
menawarkan investasi ke Indonesia untuk mengembangkan 10 blok minyak 
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dan gas. Kesepuluh blok tersebar di Provinsi Aceh, Banten, Jawa Timur dan 
Papua. Setahun berikutnya, PetroChina membeli 45% kepemilikian pada 
kapal-operator di ladang minyak Indonesia dan tahun 2004 PetroChina 
memiliki saham 25% kepemilikian dan hak beroperasi di ladang minyak 
Sukowati.  
Saat ini PetroChina memiliki beberapa kilang minyak dan gas di 
Indonesia seperti di Jambi, Papua, Jawa Timur, dan Sumatera. PetroChina 
juga melakukan kerjasama dengan perusahaan penyedia peralatan dan jasa 
migas. Tiga perusahaan pendukung yang bekerjasama dengan PetroChina di 
Indonesia ialah PT.Imeco Inter Sarana, Weatherford Int Ltd dan Bakerhughes 
(Yudono, 2009, pp. 11-13). 
Hadirnya PetroChina di Indonesia yang aktif mengadakan aktivitas 
eksplorasi sebagai industri migas terkemuka tentu saja membawa dampak 
terhadap ketahanan energi Indonesia. Dengan demikian, berdasarkan uraian 
diatas maka penulis mengangkat judul penelitian yaitu “Dampak Eksplorasi 
Migas PetroChina Terhadap Ketahanan Energi Indonesia” 
B. Batasan dan Rumusan Masalah 
Pada penelitian ini, penulis hanya memfokuskan hubungan yang mulai 
terjalin antara Indonesia dan RRT di bidang eksplorasi minyak dan gas 
(migas) dan membatasi pembahasannya pada studi kasus perusahaan 
PetroChina terhadap ketahanan energi Indonesia pada tahun 2002-2012. 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini akan menjawab 
pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan sebagai berikut :  
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1. Bagaimana strategi RRT melalui PetroChina dalam bidang migas di 
Indonesia? 
2. Bagaimana dampak kerjasama eksplorasi migas PetroChina terhadap 
ketahanan energi Indonesia? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Sebagai sebuah karya tulis ilmiah, penelitian ini memiliki tujuan yang 
ingin dicapai, yaitu : 
1. Untuk mengetahui strategi RRT melalui PetroChina dalam bidang 
migas di Indonesia 
2. Untuk mengetahui dampak kerjasama eksplorasi migas PetroChina 
terhadap ketahanan energi Indonesia 
Penelitian ini memiliki manfaat praktis dan kegunaan akademis : 
1. Penelitian ini dapat menjadi rujukan akademis atas informasi hubungan 
bilateral Indonesia dan RRT di bidang eksplorasi migas studi kasus 
PetroChina 
3. Penelitian ini mendiskripsikan strategi RRT melalui PetroChina dalam 
bidang migas di Indonesia 
4. Penelitian ini mendiskripsikan dampak kerjasama eksplorasi migas 
PetroChina terhadap ketahanan energi Indonesia 
D. Kerangka Konseptual  
1. Hubungan Bilateral 
Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa hampir semua 
negara tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri sehingga 
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perlu bekerja sama dengan aktor internaional lainnya. Kerjasama dalam 
konteks hubungan internasional terbagi menjadi kerjasama bilateral dan 
kerjasama multilateral. Kerjasama bilateral adalah suatu kerjasama antara 
dua negara dalam bidang-bidang tertentu. Kerjasama bilateral antara dua 
negara juga mempunyai prinsip yang saling menguntungkan, saling 
menghargai dan saling menghormati satu sama lain dalam langkah 
pengambilan kebijakan di negara masing-masing. Sedangkan kerjasama 
multilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari dua negara 
atau beberapa negara. Hubungan kerjasama antara RRT dan Indonesia 
merupakan salah satu bentuk hubungan bilateral. Juwondo mendefinisikan 
hubungan bilateral sebagai hubungan interaksi antar dua negara yang 
dikembangkan dan dimajukan dengan menghormati hak-hak kedua negara 
untuk melakukan berbagai kerjasama pada aspek-aspek kehidupan 
berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan atau mengucilkan 
keberadaan negara tersebut serta menunjukkan dan memberikan nilai 
tambahan yang menguntungkan dari hubungan bilateral itu (Abubakar, 
2013, p. 08). 
Sedangkan, Didi Krisna dalam kamus politik internasionalnya 
mengatakan bahwa, Hubungan bilateral adalah keadaan yang 
menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadi 
hubungan timbal balik antara dua pihak atau dua negara (Krisna, 1993, p. 
18). Kemudian, adanya sejumlah peningkatan kebutuhan dari suatu negara 
menuntut akan diperlukan interaksi dan kerjasama dengan negara lain 
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sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dari warga negara termasuk upaya 
penambahan pundi devisa negara. Hubungan yang dibangun atas 
persamaan persepsi dan kepentingan meningkatkan adanya hukum atau 
dampak timbal balik yang akan diperoleh dari suatu sikap hubungan 
bilateral. Konsep yang kemudian dikandung dalam interaksi ini adalah 
niatan untuk memperkokoh bentuk kerjasama antar negara demi 
tercapainya tujuan nasional. 
Indonesia dari sudut pandang kepentingan negara-negara besar di 
kawasan Asia Pasifik dipandang penting dan strategis. Penting dan 
strategisnya Indonesia bukan semata karena posisi geografisnya, bukan 
pula karena peran yang dimainkan Indonesia di kawasan Asia Pasifik, 
termasuk peran kepemimpinan de facto Indonesia dalam ASEAN. Namun, 
karena Indonesia merupakan negara di Asia Tenggara yang kaya akan 
SDA.  
Oleh karena itu, RRT sebagai salah satu negara superpower 
membuka diri untuk bersahabat atau bekerjasama dengan Indonesia, hal 
ini dimanfaatkan oleh Indonesia untuk menjalin hubungan dengan RRT 
secara aktif. Dari sudut pandang kepentingan RRT, posisi Indonesia kini 
menjadi lebih penting bagi RRT karena posisi geografis dan kebijakan 
politik luar negeri Indonesia yang berbeda dengan negara-negara lain di 
kawasan Asia Tenggara Sikap Indonesia yang demikian 
dianggap ‘bersahabat’ terhadap kepentingan RRT dibandingkan negara-
negara lainnya di kawasan yang dipandang konfrontatif.  
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2.  Ketahanan Energi 
International  Energy  Agency  (IEA)  mendefinisikan  ketahanan  
energi  sebagai ketersediaan  sumber  energi  yang  tidak  terputus  dengan  
harga  yang  terjangkau.  Lebih lanjut,  ukuran  yang  dipakai  untuk  
menilai  suatu  negara  dikatakan  memiliki  ketahanan energi  apabila  
memiliki  pasokan  energi  untuk  90  hari  kebutuhan  impor  setara  
minyak. Ketahanan  energi  dianggap  penting  karena  energi  merupakan  
komponen  penting  dalam produksi barang dan jasa. Segala bentuk 
gangguan yang dapat menghambat ketersediaan pasokan  energi  dalam  
bentuk  bahan  bakar  primer  (BBM,  gas  dan  batubara)  maupun 
kelistrikan  dapat  menurunkan  produktivitas  ekonomi  suatu  wilayah  
dan  jika  magnitude gangguan  sampai  pada  tingkat  nasional  dapat  
membuat  target  pertumbuhan  ekonomi meleset dari yang ditetapkan 
(Azmi & Amir, p. 01). 
Mengacu  kepada  konsep  ketahanan  energi  yang  didefinisikan  
oleh  IEA  di  atas dan  merujuk  kepada  teori  dasar  mikroekonomi,  
menurut  penulis  ada  tiga  komponen dasar  dalam  menjaga  
keberlangsungan  pasokan  energi,  yaitu: (1) estimasi  permintaan energi  
yang  presisi  sebagai  dasar  perencanaan  penyediaan  pasokan  energi, 
(2) kehandalan (reliability) pasokan energi yang diusahakan oleh badan 
usaha, dan (3) harga energi  yang  menjadi  sinyal  bagi  badan  usaha  
untuk  masuk  dalam  penyediaan  energi. Harga energi menjadi begitu 
penting karena akan digunakan oleh pihak produsen dalam menghitung 
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estimasi imbal hasil atas investasi yang  dikeluarkan dalam penyediaan 
energi.  
Oleh karena itu, dalam kasus  pemerintah yang memberlakukan 
batasan atas harga energi pada level tertentu, tidak jarang investasi dalam 
pembangunan pembangkit listrik, kilang minyak, tambang batubara akan 
berkurang dan supply bahan bakar  menghilang dari pasaran. Diperlukan 
Kebijakan Pemerintah agar komponen tersebut direspon dengan baik oleh 
pelaku ekonomi (konsumen dan  produsen)  sehingga, ketersediaan energi  
berada  pada  tingkat  keseimbangan  sesuai  dengan  kebutuhan  konsumsi 
di  dalam perekonomian (Azmi & Amir, p. 02). 
Ketahanan energi atau energi security merupakan konsep yang 
banyak digunakan dalam literatur media dan penelitian, namun 
penjabarannya cenderung kabur dan sebagian besar berfokus pada aspek 
ekonomi. Teori ketahanan energi secara konvensional merupakan upaya 
untuk mengamankan cadangan energi yang memadai, untuk menjamin 
keberlanjutan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta menjamin 
ketersediaan energi pada tingkat harga yang stabil dan rasional untuk 
menjamin kinerja dan pertumbuhan ekonomi.  
Dalam perkembangannya, ketahanan energi memasuki diskursus 
dunia politik dan menjadi agenda utama dalam kajian energi Eropa pasca 
2005-2006 yang ditandai dengan terjadinya sengketa antara Ukraina dan 
Rusia. Isu energi di Eropa telah memajukan signifikansi dari resiko 
ketergantungan secara berlebih terhadap salah satu penyedia energi 
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(Rusia) terhadap ketahanan energi. Eropa secara keseluruhan yang 
memunculkan wacana energi dapat digunakan sebagai senjata politik 
(Lemhanas, p. 07). 
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga telah 
merumuskan sasaran untuk mencapai ketahanan energi nasional dalam 
Kebijakan Energi  Nasional yang akan di capai dalam jangka tahun 2003-
2020. Kondisi energi saat ini Indonesia dapat dikatakan jauh dari 
tercapainya ketahanan  energi. Pada tahun 2000 Indonesia merupakan 
produsen minyak terbesar  di  ASEAN.  Namun pada perkembangan 
selanjutnya terjadi penurunan produksi (Zulfadly, 2016, p. 03). 
Dengan melihat kondisi ketahanan energi di Indonesia saat ini di  
tambah kondisi pasar global yang juga mempengaruhi kondisi energi 
domestik, Indonesia harus dapat memenuhi kepentingan nasionalnya 
terutama di bidang ketahanan energi dengan ikut berperan aktif di dalam 
hubungan  internasional. Dalam rangka membangun ketahanan energi, 
seperti halnya  negara-negara lain, Indonesia juga membangun berbagai 
kerja sama, baik bersifat bilateral maupun multilateral. Beberapa kerja 
sama di bidang energi yang telah dilakukan, termasuk kerjasama bilateral 
dengan RRT melalui eksplorasi migas PetroChina (Zulfadly, 2016, p. 03).  
Ketahanan energi Indonesia terbilang rapuh dibandingkan dengan 
negara lain. Indonesia menduduki peringkat  ke-69 dari 129 negara dalam 
hal ketahanan energi pada 2014 yang dikeluarkan Dewan Energi Dunia 
(World Energy Council). Indonesia belum memiliki cadangan strategis 
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dan cadangan penyangga energi (Prasetyo). Faktor-faktor inilah yang 
menyebabkan banyaknya perusahaan asing khususnya di sektor 
perminyakan yang dapat mempengaruhi kebijakan domestik maupun luar 
negeri suatu negara, dalam kasus ini adalah Indonesia dan secara 
langsusng berimplikasi terhadap ketahanan energi Indonesia.  
E. Metode Penelitian 
1. Tipe Penelitian 
 Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif-
analitik yaitu berusaha menggambarkan hubungan bilateral Indonesia dan 
RRT, kemudian selanjutnya penulis menganalisis kepentingan nasional 
kedua negara melalui kerjasama MNC PetroChina bidang eksplorasi 
migas.  
2. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian 
ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui literatur seperti buku-
buku, jurnal, makalah dari internet yang berkaitan dnegan masalah 
penelitian yang penulis bahas.  
3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah berupa 
telaah pustaka (library research) yaitu dengan cara mengumpulkan data-
data dari literatur–literatur berupa buku-buku, dokumen, jurnal, dan artikel 
di situs-situs internet yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang di 
bahas. 
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4. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis 
data hasil penelitian adalah teknik analisis kualitatif. Adapun dalam 
menganalisis permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang 
ada, kemudian menghubungkan fakta tersebut dengan fakta lainnya 
sehingga menghasilkan sebuah argumen yang tepat. Sedangkan, data 
kuantitatif memperkuat analisis kualitatif. 
5. Metode Penulisan 
Metode penulisan  yang penulis gunakan adalah metode deduktif, 
yaitu penulis menggambarkan terlebih dahulu secara umum, lalu 
kemudian menarik kesimpulan secara khusus. Kemudian dalam menyusun 
penelitian ini akan diterapkan metode (research type), dimana dalam 
metodologi penelitian ini akan menggambarkan bagaimana langkah atau 
strategi peneliti dalam menjawab perumusan masalah penelitian, dimana 
hasil dari jawaban atas perumusan masalah tersebut akan diuraikan dalam 
bab selanjutnya yaitu bab hasil penelitian dan pembahasan. 
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BAB II 
KERANGKA KONSEPTUAL 
A. Penelitian Terdahulu 
Beberapa penelitian terdahulu juga pernah membahas mengenai 
hubungan bilateral antara Indonesia dengan RRT dalam sektor energi maupun 
sektor yang lainnya. Maka dari itu, penulis menjadikan hasil penelitian-
penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti penulis 
sebagai referensi atau rujukan dalam penulisan skripsi ini. Adapun,  hasil 
penelitian yang penulis review sebagai literatur dalam penulisan skripsi ini 
yaitu Pertama, penelitian dengan Judul “Perubahan kebijakan Kerjasama 
Indonesia-Tiongkok pada Masa Pemerintahan Jokowi (2014-2015)” dimana 
penulis menganalisa perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Presiden 
Jokowi terhadap kebijakan SBY dalam menjalin kerjasama dengan Tiongkok.  
Dalam memaparkan permasalahan, penulis menggunakan perspektif 
behavioralis yang menekankan pada seluruh perilaku manusia adalah hasil 
belajar dan menggunakan teori kebijakan luar negeri. Hasil dari penelitian ini 
dapat disimpulkan bahwa dari kebijakan yang dilakukan oleh presiden SBY 
hingga Jokowi tidak berbeda jauh. Pada saat era SBY, Tiongkok bukan 
merupakan mitra dagang utama bagi Indonesia namun, pada masa 
pemerintahan Jokowi, Tiongkok menjadi mitra dagang utama bagi Indonesia 
dan menjadi negara paling berpengaruh bagi Indonesia (Sari, 2016). 
Kedua, Penelitian dengan judul “Rivalitas Kepentingan Ekonomi AS 
dan RRC Dalam Mendapatkan Sumber Daya Energi di Indonesia” dengan 
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permasalahan yang dibahas adalah bagaimana kepentingan ekonomi AS dan 
RRC di Indonesia dan bentuk rivalitas AS dan RRC dalam mendapatkan 
sumber daya energi di Indonesia. 
 Penelitian ini menggunakan teori kepentingan nasional, kekuatan 
nasional, dan teori ekonomi politik internasional. Hasil dari penelitian ini 
dapat disimpulkan bahwa kepentingan nasional AS dan RRC  untuk 
memperoleh sumber daya energi di Indonesia dikarenakan cadangan migas 
kedua negara ini sudah menipis bahkan diperkirakan tidak dapat berproduksi 
lagi sedangkan kedudukan kedua negara sebagai negara superpower sangat 
membutuhkan pasokan energi yang banyak untuk memenuhi kebutuhan dalam 
negeri maupun permintaan dari negara lain. Bentuk  persaingan  yang  terjadi  
antara  kedua negara  lebih  kepada  akuisisi  ataupun  pembelian  perusahaan  
minyak  AS  oleh RRC ataupun juga sebaliknya (Tana, 2012). 
Ketiga, Penelitian dengan judul “Dampak Peningkatan Ekonomi 
Indonesia Melalui Deklarasi Kemitraan Strategis Dengan RRT Tahun 2005-
2011” dengan permasalahan yang dibahas adalah dampak yang didapatkan 
Indonesia pada peningkatan ekonomi negara melalui deklarasi kemitraan 
strategis dengan RRT di tahun 2005-2011. Penelitian ini menggunakan teori 
kepentingan nasional, dengan perspektif liberal mengenai ekonomi politik 
internasional. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa deklarasi 
kemitraan strategis dalam peningkatan ekonomi bagi Indonesia dan RRT telah 
membuktikan bahwa berhasil mencapai tujuan surplus bagi masing-masing 
negara dari dampak dibukanya kembali hubungan diplomatik kedua negara 
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dengan menghasilkan kesepakatan kerjasama bilateral yang baik, konsisten, 
spesifik, serta memberikan semangat baru untuk memajukan perekonomian 
dunia khususnya bagi kawasan Asia Tenggara (Destri, 2014). 
Keempat, Penelitian dengan judul ”Hubungan Perdagangan Indonesia-
China dalam Kerangka ACFTA” dengan permasalahan yang dibahas adalah 
Dinamika Ekonomi Indonesia dan China dan Bilateral Free Trade Indonesia-
China dalam Kerangka ACFTA dengan permasalahan yang dibahas adalah 
Dinamika Ekonomi Indonesia dan China serta Bilateral Free Trade Indonesia-
China dalam Kerangka ACFTA. Penelitian ini menggunakan teori 
perdagangan bebas dan teori keunggulan komparatif.  
Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Indonesia  tetap  
mengimplementasikan kesepakatan  ACFTA untuk meningkatkan  hubungan  
perdagangan  Indonesia  melalui perdagangan bebas antara Indonesia dengan 
China (bilateral free trade) sebagai mitra dagangnya. Adanya prinsip 
perdagangan bebas dalam kerangka ACFTA menghasilkan peningkatan  
hubungan  perdagangan  antara  Indonesia  dengan China yang semakin 
memudahkan terjadinya kegiatan ekspor impor kedua negara. (Permata, 2013) 
Kelima, penelitian dengan judul “Kepentingan RRT Menjalin 
Kerjasama FDI (Foreign Direct Investment) Dalam Bidang Energi (Minyak 
dan Gas) Dengan Indonesia” dengan permasalahan yang dibahas adalah 
pengaruh FDI RRT di Indonesia dalam bidang energi (migas) dengan 
menggunakan teori investasi asing dan keamanan energi. Hasil dari penelitian 
ini dapat disimpulkan bahwa kerjasama RRT-Indonesia berupa bentuk 
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kebijakan seperti investasi yang  diimplementasikan melalui perusahaan milik 
negara yaitu CNPC (China National Petroleum Corporation) terealisasi 
kerjasama dibidang investasi. Hasil dari kerjasama minyak tersebut telah 
mendapatkan hasil yang baik, berupa win-win situation bagi kedua pihak, baik 
bagi pemerintah Indonesia dan pemerintah  RRT.  
Dimana keduanya mendapatkan keuntungan secara timbal balik. RRT 
mendapatkan cadangan energi untuk pertumbuhan industrinya sedangkan 
Indonesia sendiri dapat mengembangkan perekonomiannya, perbaikan 
berbagai macam infrastruktur, dan kecanggihan teknologi, serta edukasi 
(Srikandi, 2014). 
Melanjutkan penelitian-penelitian diatas, penulis akan meneliti masalah 
yang diangkat dalam skripsi ini yaitu mengenai “Dampak Eksplorasi Migas 
PetroChina Terhadap Ketahanan Energi Indonesia” Namun, adapun 
diferensiasi penelitian penulis dengan hasil penelitian-penelitian diatas adalah 
studi kasus yang berbeda yang lebih spesifik kepada perusahaan PetroChina 
dan dampaknya terhadap ketahanan energi negara, teori yang penulis gunakan 
ialah hubungan bilateral dan ketahanan energi untuk meninjau sejauh mana 
mitra kerjasama Indonesia-RRT dibidang ekonomi terkhusus pada sektor 
migas melalui investasi perusahaan PetroChina di Indonesia serta seberapa 
berdampaknya PetroChina terhadap ketersediaan energi nasional Indonesia.  
B. Konsep Hubungan Bilateral 
Konsep kerjasama bilateral yang dilakukan antar negara menjadi hal 
yang sangat penting dalam studi Hubungan Internasional. Hubungan bilateral 
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sebagai suatu konsep dalam hubungan internasional memiliki makna yang 
lebih kompleks dan lebih beragam serta mengandung sejumlah pengertian 
yang berkaitan dengan dinamika hubungan internasional itu sendiri. Konsep 
hubungan bilateral ini digunakan untuk memperkokoh kerjasama antara dua 
negara dengan menggunakan pengaruhnya sehingga dapat mencapai tujuan 
nasionalnya (Munawir, 2011, p. 15). Kerjasama bilateral merupakan hubungan 
kerjasama yang dilakukan oleh dua negara dalam berbagai aspek kehidupan 
guna tercapainya tujuan bersama. Kompleksnya permasalahan yang terjadi di 
berbagai belahan dunia yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh negara maka 
dapat menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi terbentuknya 
kerjasama bilateral.  
Kerjasama bilateral antar dua negara dapat dilakukan dalam berbagai 
bidang termasuk kerjasama eksplorasi migas yang dalam hal ini Indonesia dan 
Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang bermitra melalui investasi 
PetroChina.  
Sebelum membahas definisi hubungan bilateral, terlebih dahulu penulis 
paparkan beberapa definisi kerjasama menurut beberapa ahli. Definisi 
kerjasama menurut Holsti, dapat dibagi menjadi lima, yaitu : 
1. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan nilai atau tujuan saling 
bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau di penuhi 
oleh semua pihak. 
2. Persetujuan atas masalah tertentu antar dua negara atau lebih dalam 
rangka memanfaatkan persamaan benturan kepentingan. 
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3. Pandangan atau harapan suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan 
oleh negara lainnya membantu negara itu untuk mencapai kepentingan 
dan nilai-nilainya. 
4. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang 
dilakukan untuk melaksanakan tujuan. 
5. Transaksi antara negara untuk memenuhi persetujuan mereka (Holsti, pp. 
652-653). 
  Holsti menjelaskan bahwa terbentuknya suatu kerjasama berdasar pada 
kebanyakan kasus, sejumlah pemerintah saling mendekati dengan 
penyelesaian yang diusulkan atau membahas masalah, mengemukakan bukti-
bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya dan mengakhiri 
perundingan dengan perjanjian atau pengertian tertentu yang memuaskan 
kedua belah pihak. Proses ini disebut kerjasama (Munawir, 2011, p. 16). 
Terselenggaranya kerjasama bilateral tidak terlepas dari adanya 
kesamaan kedua negara dalam usahanya mewujudkan kepentingan nasional 
negaranya masing-masing. Hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan, 
bahwa pada saat kepentingan di antara negara-negara berlangsung harmonis, 
maka negara-negara tersebut akan bertindak untuk menanggulangi 
permasalahan yang dihadapi secara bersama-sama (Plano & Olton, 1999, p. 
07). Plano dan Olton ini mengemukakan juga, bahwa : 
Hubungan kerjasama yang terjadi antara dua negara di dunia ini 
pada dasarnya tidak terlepas dari kepentingan nasional masing-
masing negara. Kepentingan nasional merupakan unsur yang sangat 
vital yang mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, 
kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan, militer,dan 
kesejahteraan ekonomi (Plano & Olton, 1999). 
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Hubungan bilateral merupakan perjanjian yang meliputi didalamnya 
terlibat dua negara yang membicarakan kelanjutan masa depan dari hubungan 
perjanjian yang telah disepakati oleh keduanya. Hubungan bilateral terjadi 
diantara state-to-state, dimana yang didalamnya terdapat pula aktor-aktor 
negara sebagai pembuat keputusan. Dalam perjanjian bilateral ini, 
kesepakatan-kesepakatan yang timbul dapat meliputi bidang-bidang 
diantaranya bidang politik, ekonomi perdagangan, kebudayaan, pendidikan, 
keamanan dan pertahanan. Perjanjian yang dihasilkan dalam hubungan 
bilateral ini, memiliki peran penting dan beberapa keuntungan didalam 
berbagai negosiasi dan dapat memberikan sebuah pertukaran atas fasilitas-
fasilitas yang dimiliki oleh kedua negara yang bersepakat tercapainya tujuan 
kedua negara (Goldstein, 2003, p. 333). 
Kepentingan nasional negara diwujudkan dalam pengambilan 
keputusan politik luar negeri dengan senatiasa memperhatikan nilai-nilai ideal, 
yaitu membentuk sistem yang lebih menawarkan pola dan tata cara hidup 
politik dalam arti yang seluas-luasnya, bebas dari kekurangan materil serta 
bebas untuk mengembangkan nilai-nilai dan martabat kemanusiaan 
(Sudarsono, 1998, p. 607). Hal ini berkaitan dengan pengambilan keputusan 
secara rasional (rational choice) dalam merumuskan kebijakan luar negeri. 
Sehingga, perlu diperhitungkan untung-rugi dalam politik internasional ketika 
hubungan bilateral dapat mengarah pada konflik atau kerjasama. 
Hubungan bilateral terdiri atas dua unsur, yaitu konflik dan kerjasama. 
Kedua unsur tersebut memiliki arti yang saling bergantian dan hal itu 
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tergantung dari konsep apa yang ditawarkan antara kedua negara menurut 
motivasi-motivasi internal dan opini yang melingkupinya. Hubungan bilateral 
yang diupayakan oleh suatu negara dengan negara lain bertujuan untuk 
mengatasi permasalahan diantara keduanya. Seperti yang dikemukakan oleh 
Coplin, bahwa : 
Melalui kerjasama internasional, negara-negara berusaha memecahkan 
masalah sosial, ekonomi dan politik. Tipe yang pertama menyangkut 
kondisi-kondisi di lingkungan internasional yang apabila tidak diatur 
akan mengancam negara-negara yang terlibat. Tipe kedua mencakup 
keadaan sosial, ekonomi  dan politik domestik tertentu yang dianggap 
membawa konsekuensi luas terhadap sistem internasional sehingga 
dipersepsikan sebagai masalah internasional bersama (Coplin, p. 27). 
 
Hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya 
hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadinya timbal balik antara dua 
pihak. Rangkaian pola hubungan aksi-reaksi ini meliputi proses sebagai 
berikut : 
1. Rangsangan atau kebijakan aktual dari negara yang memprakarsai. 
2. Presepsi dari rangsangan tersebut oleh pembuat keputusan di Negara 
penerima. 
3. Respon atau aksi timbal balik dari negara penerima. 
4. Presepsi atau respon oleh pembuat keputusan dari negara pemrakarsa 
(Agung , Perwita, & Yani, 2011, p. 42). 
Hubungan bilateral memiliki beberapa kelebihan, antara lain kerjasama 
ini cenderung mudah dilakukan karena negara yang terlibat hanya dua dan 
aturan tidak begitu kompleks. Hasil dari kerjasama bilateral pada umumnya 
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menghasilkan sebuah transaksi yang berulang-ulang melalui aktifitas 
perdagangan dan investasi (Abubakar, 2013, p. 09). 
Adapun definisi hubungan bilateral menurut Juwondo, yaitu:  
Hubungan bilateral sebagai hubungan interaksi antar dua negara yang 
dikembangkan dan dimajukan dengan menghormati hak-hak kedua 
negara untuk melakukan berbagai kerjasama pada aspek-aspek 
kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan atau 
mengucilkan keberadaan negara tersebut serta menunjukkan dan 
memberikan nilai tambahan yang menguntungkan dari hubungan 
bilateral itu (Juwondo, 1991, p. 21). 
 
Dalam Ilmu Hubungan Internasional, konsep kerjasama bilateral 
menunjukkan adanya suatu kerjasama politik, pertahanan dan keamanan, 
budaya maupun ekonomi di antara dua negara. Kerjasama bilateral melibatkan 
kepercayaan normatif antara pembuat kebijakan dari kedua negara terutama 
harus ditandatangani oleh pemerintah.  
Definisi Hubungan Bilateral dalam Kamus Politik Internasional yaitu, 
hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan 
yang saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara dua 
pihak atau dua negara (Krisna, 1993). Pada umumnya kerjasama bilateral 
tidak melibatkan sektor swasta karena dalam hal sebagian urusan luar negeri. 
Dalam membentuk sebuah kerjasama bilateral setiap negara memiliki 
tujuannya masing-masing, oleh karena itu setiap negara merumuskan sebuah 
kebijakan yang menyangkut dengan kepentingan negara tersebut.  
Tujuan-tujuan tersebut terkait dengan kepentingan nasional negara 
karena atas dasar kepentingan nasional tersebut, sebuah negara akan 
merumuskan sebuah kebijakan. Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau 
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rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara 
dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya yang 
dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang di tuangkan dalam 
kepentingan nasional.  
Menurut Kusumahamidjojo, Hubungan bilateral adalah suatu bentuk 
kerjasama diantara dua negara baik yang berdekatan secara geografis maupun 
yang jauh dari seberang lautan dengan sasaran utama untuk menciptkan 
kerjasama politik kebudayaan dan struktur ekonomi. (Kusumohamidjojo, 
1987, p. 95) 
Hubungan dengan landasan persamaan persepsi dan kepentingan, 
meningkatkan adanya hukum atau dampak timbal balik yang akan diperoleh 
dari suatu sikap hubungan bilateral. Interaksi hubungan bilateral terdiri atas 
pengaruh dan respons, Pengaruh dapat langsung ditujukan pada sasaran tetapi 
dapat juga merupakan limpahan dari tindakan tertentu. Konsekuensinya 
negara yang menjadi sasaran pengaruh yang langsung maupun tidak langsung 
harus menentukan sikap melalui respons (Ardiansyah, 2010, p. 24).  
Manifestasi dalam hubungan dengan negara lain untuk mempengaruhi 
dan memaksa pemerintah negara lainnya agar menerima keinginan politiknya. 
Kemudian, dalam interaksi antarnegara, interaksi dilakukan didasarkan pada 
kepentingan nasional masing-masing negara, baik kepentingan yang inputnya 
berasal dari dalam ataupun dari luar negara yang bersangkutan. Untuk 
memperjuangkan kepentingan nasional dan tujuan. Negara tidak dapat 
melepaskan diri dari kebijakan baik yang ditujukan ke luar negara  tersebut 
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(politik luar negeri)  maupun ke  dalam negara (politik dalam negeri) (Chan, p. 
05). 
Kerjasama bilateral dalam konteks HI merupakan keadaan yang 
menggambarkan  interaksinya dilakukan didasarkan pada kepentingan 
nasional masing-masing negara. Baik kepentingan yang inputnya berasal dari 
dalam maupun luar negara yang bersangkutan sehingga terjadinya hubungan 
timbal balik antara dua pihak. Pola-pola yang terbentuk dari proses interaksi 
dapat dilihat dari kecenderungan sikap dan tujuan pihak-pihak yang 
melakukan hubungan timbal balik tersebut (Ardiansyah, 2010, p. 26). 
Hubungan Bilateral antara Indonesia dan RRT sudah terjalin sejak masa orde 
baru dimana RRT menjadi salah satu mitra dagang bagi Indonesia terlebih 
dalam ekspor impor barang.  
Di satu sisi Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang 
melimpah akan SDA termasuk migas membutuhkan kualitas SDM yang dapat 
menunjang kekayaan alam nasional untuk dapat mengekspos SDA tersebut ke 
dunia sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi kesejahteraan negara 
dan masyarakat maka dari itu, hal ini mendorong RRT yang merupakan salah 
satu negara dengan siklus perekonomian pesat untuk semakin meningkatkan 
hubungannya dengan Indonesia karena hubungan kerjasama terjalin lama dan 
cukup baik antar kedua negara semakin memudahkan kedua negara 
bekerjasama dalam berbagai sektor perdagangan. RRT sebagai negara yang 
maju dalam bidang industri tentu saja membutuhkan pasokan minyak dan gas 
untuk keperluan dalam kegiatan industri nasional sehingga, RRT harus dapat 
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memenuhi dan meningkatkan pasokan energi nasional untuk kepentingannya 
tersebut.  
Oleh karena itu, pemerintah RRT mendorong perusahaan PetroChina 
sebagai salah satu perusahaan migas yang besar di RRT untuk dapat 
berkompetitif di dunia internasional dengan melakukan strategi-strategi ke 
beberapa negara termasuk Indonesia untuk dapat memenuhi kebutuhan migas 
nasionalnya. 
C. Konsep Ketahanan Energi 
Dimensi dan kategori energi sedikit banyak telah mempengaruhi 
kelahiran dan perluasan dari konsep keamanan energi. Seperti diketahui 
bahwa konsep keamanaan energi pada awalnya dipahami sebagai ketersediaan 
pasokan energi dalam kuantitas yang cukup dengan harga yang dapat 
dijangkau (Keliat, 2006, p. 37). Dengan adanya kalimat “pasokan dalam 
kuantitas yang cukup” dan “harga yang dapat dijangkau” itu, pengertian 
tentang keamanaan energi jelas menyiratkan adanya kecemasan logika 
terhadap logika berpikir yang kemungkinan akan dapat diproduksi oleh 
disiplin ilmu ekonomi yaitu pada upaya untuk mencari titik keseimbangan 
antara sisi penawaran dan permintaan.  
Maka dari itu, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai 
konsep keamanaan energi kemudian mengspesifikkan kepada konsep 
ketahanan energi. Konsep Keamanan Energi muncul di masa Perang Dunia II, 
Perdana Menteri Inggris, Winston Churchill mengganti bahan bakar Inggris 
dari batu bara  ke minyak agar dapat menandingi kekuatan kapal perang kapal 
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perang German yang cepat. Keputusan Winston Churcill ini membuat Inggris 
bergantung akan impor minyak dari Timur Tengah. Menyadari bahwa bahan 
bakar krusial ini melewati berbagai lintas batas negara maka Winston Churcill 
mengemukakan keamanan energi harus menjadi salah satu perhatian para 
pembuat kebijakan (Yergin, 2006, p. 01). 
 Energi merupakan komponen dasar yang sangat dibutuhkan oleh setiap 
negara tak hanya di bidang militer namun juga ekonomi. Ketika pasokan 
energi dihentikan di tahun 1973 oleh embargo Timur tengah, negara  negara  
maju  harus memikirkan kembali cara untuk melindungi pasokan energi. Sejak 
saat itu, kemanan energi menjadi hal yang mulai serius dipikirkan oleh para 
pembuat kebijakan di berbagai negara khususnya di negara yang tak memiliki 
cadangan energi memadai. Keamanan energi merupakan tujuan penting dari 
kebijakan  energi di banyak negara di dunia. Uni Eropa memiliki tiga pilar 
kebijakan energi  yaitu efisiensi, keberlanjutan dan keamanan ketersediaan 
energi (Commision, 2006, p. 28).  
Indonesia sendiri dalam UU No.30 tahun 2007 menyatakan bahwa 
energi memiliki peranan yang sangat penting artinya bagi peningkatan 
kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional, sehingga pengelolaan energi yang 
meliputi penyediaan, pemanfaaatan, dan pengusahananya harus dilaksanakan 
secara berkeadilan, berkelanjutan, optimal, dan terpadu. 
Keamanan energi merupakan salah satu bagian dari permasalahan  
keamanan internasional pasca perang dingin berakhir. Permasalahan 
keamanan internasional pada saat ini khususnya bisa dikatakan sebagai 
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permasalahan kontemporer yang tidak hanya memandang keamanan energi 
sebagai fokus mengamankan negara dan energi saja, akan tetapi permasalahan 
keamanan energi menjadi permasalahan yang sangat kompleks dalam yang 
mencakup pengamanan wilayah potensial yang bermanfaat bagi negara, 
keamanan penduduk, kemananan idiologi, dan keamanan wilayah yang 
berbatasan langsung dengan negara lain. 
Permasalahan keamanan energi tidak dapat dipisahkan dari konsepsi  
geopolitik yang meninjau pada posisi geografis sebuah negara sebagai 
komponen  dari kemampuan yang dimiliki dalam tatanan politik internasional. 
Keamanan energi jika dianalisis dalam perspektif ekonomi politik 
internasional berdasarkan pada hubungan saling ketergantungan antar-negara 
dalam cakupan ketergantungan ekonomi antar-negara. Bentuk saling 
ketergantungan antar-negara tersebut dalam keamanan energi ialah kegiatan 
ekspor-impor antar negara, bekerja sama antar negara dalam mencari sumber 
energi yang baru dan mengamankan pasokan  energi di negara lain (Farid, p. 
01). 
Menurut laporan APERC (Asia Pacific Reseach Energy Centre), energy 
security merupakan kemampuan atas suatu ekonomi untuk menjamin 
ketersediaan sumber persediaan energi dalam keadaan yang berkelanjutan 
dengan harga energi yang berada pada suatu level yang tidak akan berefek 
buruk terhadap penyelenggaraan ekonomi. Jadi, terdapat beberapa faktor yang 
dapat mempengaruhi keamanan dari persediaan energi, seperti : 
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1. Ketersediaan dari cadangan bahan  bakar,  baik  secara  domestik  
maupun secara eksternal 
2. Kemampuan  sebuah  ekonomi untuk mendapatkan persediaan yang  
dapat memenuhi permintaan energi  
3. Level dari sebuah diversifikasi sumber ekonomi energi dan 
diversifikasi penyedia minyak  
4. Akses akan sumber bahan bakar, dalam hal ketersediaan yang 
berhubungan  dengan  infrastruktur  energi  dan  infrasturktur  
transportasi energi.  
5. Hal geopolitik yang mempengaruhi perolehan sumber (Research 
Center, 2007, p. 06). 
Bert Kruyt mengemukakan hal yang serupa mengenai elemen-elemen 
yang terkait dengan energy security yaitu :  
Availability  (ketersediaan) hal  ini  menggantungkan  pada  keberadaan  
energi  secara  geologi.  Accessibility  (ketercapaian) atau  elemen  
geopolitik.  Affordability  (keterjangkauan) atau  elemen  ekonomi.  
Acceptability atau elemen sosial dan lingkungan (Kruyt, 2009, p. 11). 
 
Terlepas dari banyaknya elemen yang ada dalam keamanan energi, 
beberapa ahli kebijakan nampaknya sependapat bahwa fokus keamanan energi 
terdapat pada adanya ketersediaan energi dan keterjangkauan harga. Daniel 
Yergin, juga  memiliki pendapat yang  sama  bahwa  tujuan  dari  energy  
security  adalah menjamin adanya pasokan energi yang memadai dan dapat 
diandalkan  dalam rentang harga yang terjangkau (Yergin, 2006, p. 70). Hal 
yang sama dikemukakan oleh UNDP (United  Nations  Development  
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Program)  bahwa  keamanan energi adalah suatu kondisi ketersediaan pasokan 
sumber energi dengan kuantitas yang cukup dengan harga yang terjangkau 
(Program, 2000, p. 35). 
Maka dari itu konsep ketahanan energi merupakan irisan dari konsep 
keamanan energi atau energy security. Menurut Yergin, ketahanan energi 
mulai menjadi isu global ketika Arab Saudi menghentikan ekspor minyak 
mentahnya ke negara-negara industri pada awal dekade 70-an. Pada era 
tersebut, minyak merupakan sumber energi yang paling vital bagi negara-
negara Eropa Barat dan Amerika Serikat, sedangkan Arab Saudi merupakan 
eksportir  utama. Tindakan sepihak Arab Saudi tersebut praktis mengganggu 
aktivitas perekonomian negara-negara importir minyak tersebut, yang waktu 
itu hanya bergantung pada minyak Saudi Arabia. Dunia internasional 
kemudian menjadi sadar terhadap pentingnya menjaga pasokan agar tidak 
bergantung pada satu jenis sumber energi dan satu produsen energi. 
International Energy Agency (IEA) mendefinisikan ketahanan energi  
sebagai ketersediaan sumber energi yang tidak terputus dengan harga yang  
terjangkau. Lebih lanjut, ukuran yang dipakai untuk menilai suatu negara  
dikatakan memiliki  ketahanan energi  apabila  memiliki pasokan energi untuk 
90 hari kebutuhan impor setara minyak. Ketahanan energi dianggap penting 
karena  energi merupakan komponen penting dalam produksi barang dan jasa. 
Segala bentuk gangguan yang dapat menghambat ketersediaan pasokan energi 
dalam bentuk bahan bakar primer (BBM, gas dan batubara) maupun 
kelistrikan  dapat  menurunkan produktivitas ekonomi suatu wilayah dan jika 
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magnitude gangguan sampai pada tingkat nasional dapat membuat target 
pertumbuhan ekonomi meleset dari yang ditetapkan (Azmi & Amir). Mengacu 
kepada konsep ketahanan energi yang didefinisikan oleh IEA di atas dan 
merujuk kepada teori dasar mikroekonomi, ada tiga komponen dasar dalam 
menjaga  keberlangsungan pasokan energi, yaitu :  
1).Estimasi permintaan energi yang presisi sebagai dasar perencanaan  
penyediaan pasokan energi 
2).Kehandalan (reliability) pasokan energi yang diusahakan oleh badan 
usaha 
3).Harga energi yang menjadi sinyal bagi badan usaha untuk masuk dalam 
penyediaan energi. Harga energi menjadi begitu penting karena akan 
digunakan oleh pihak produsen dalam menghitung estimasi imbal hasil 
atas investasi yang dikeluarkan dalam penyediaan energi. Konsep 
ketahanan energi dapat digambarkan seperti skema dibawah ini : 
               
 
 
 
 
Disadur dari (htpp://www.iea.org/topics/energysecurity/subtopics/whatisenergy 
security/) 
Ketahanan energi dapat tercapai apabila ketiga unsur diatas terpenuhi, 
pertama affordable dimaksudkan bahwa negara mampu memenuhi persediaan 
atas permintaan energi baik domestik maupun intermestik dalam jangka 
Energy 
Security 
Reliable/uninterruptible supply 
Affordable/competitive supply 
Accessible/available supply 
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panjang dan mampu bersaing di dunia internasional, kedua reliable 
dimaksudkan bahwa terpercaya sebagai sistem penyediaan energi untuk 
kebutuhan domestik maupun intermestik, dan ketiga accessible dimaksudkan 
bahwa energi yang diproduksi dapat secara bebas diakses oleh semua pihak.  
 Oleh karena itu, kebijakan pemerintah diperlukan agar ketiga 
komponen tersebut direspon dengan baik oleh pelaku ekonomi (konsumen dan 
produsen) sehingga ketersediaan energi berada pada tingkat keseimbangan 
sesuai dengan kebutuhan konsumsi di dalam perekonomian (Azmi & Amir, p. 
02). 
Suatu negara yang memiliki pasokan energi yang besar tentu saja 
disebabkan karena kekayaan ilahi yang alamiah dimana di negara itu memiliki 
banyak wilayah penghasil minyak sehingga, negara yang melimpah SDA 
energi termasuk minyak dan gas, maka perlu menjaga produsen dan sumber-
sumber penghasil minyak agar wilayah-wilayah tersebut dapat secara 
berkesinambungan memproduksi migas. Ketahanan energi suatu negara dapat 
terwujud dengan maksimal apabila kebijakan pemerintah terhadap 
ketersediaan pasokan energi dalam kuantitas yang cukup dan harga yang dapat 
dijangkau oleh konsumen seimbang serta dapat menjaga dan mengamankan 
agar pasokan minyak nasional tidak habis dan sumber produsen energi tidak 
berhenti berproduksi.   
Dalam  konteks  Hubungan  internasional permasalahan  kebutuhan  
energi  dan penyediaan sumber energi memiliki hubungan keterkaitan yang 
sangat  kompleks. Bentuk hubungan keterkaitan yang sangat kompleks 
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tersebut berupa  bentuk-bentuk hubungan yang terbangun antar aktor (negara 
atau non-negara)  yang sangat dipengaruhi oleh faktor sumber daya energi, 
distribusi dan harga pasar sumber daya. 
 Faktor sumber daya energi menjadi salah satu variabel yang  sangat 
vital dalam konteks keamanan internasional karena kemampuan antar  aktor 
(negara atau non-negara) dalam  memproduksi, mengolah sumber daya energi 
dan mencari sumber energi tidak bisa seimbang dengan  jumlah konsumsi 
pemakaian sumber energi di seluruh dunia. Peningkatan konsumsi sumber 
daya energi tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah populasi 
penduduk di dunia, meningkatnya industrialisai di berbagai negara dan 
menipisnya cadangan sumber daya energi yang ada di seluruh dunia. Dengan 
meningkatnya jumlah  konsumsi sumber energi di dunia dari tahun ke tahun, 
sumber daya energi telah menjadi isu global dan menjadi komoditas yang 
paling utama di dunia  internasional. Bagi negara yang memiliki sumber daya 
energi ataupun secara geografis menjadi lalu lintas energi akan berusaha 
memaksimalkan keuntungan dari eksistensi sumber energi tersebut (Farid, p. 
72). 
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BAB III 
GAMBARAN UMUM TENTANG KERJASAMA ENERGI 
PETROCHINA 
  
A. Sejarah Perkembangan PetroChina 
PetroChina Company Limited merupakan perusahaan (produsen) dan 
distributor minyak dan gas terbesar di RRT dan memegang peranan penting 
dalam industri minyak dan gas di RRT. Tidak hanya di RRT, PetroChina 
salah satu perusahaan minyak terbesar di dunia. PetroChina terbentuk sebagai 
“joint stock company” dengan pertanggungjawaban terbatas oleh China 
National Petroleum Corporation (CNPC) di bawah UU perusahaan tentang 
peraturan khusus pendaftaran dan penawaran saham oleh “joint stock 
company”. Secara resmi PetroChina terbentuk pada 5 November 1999 
(Reuters). 
CNPC merupakan satu-satunya sponsor dan pengendali saha-saham 
PetroChina. PetroChina sebagai perusahaan yang berada dalam grup CNPC 
bergerak diberebagai bidang kegiatan, seperti, eksplorasi dan produksi, 
refining dan kimia, pemasaran, dan gas alam dan pipeline. Perusahaan ini 
bergerak dalam eksplorasi, pengembangan, produksi dan penjualan minyak 
mentah dan gas alam, penyulingan minyak mentah produk minyak dan 
minyak bumi, produksi dan penjualan produk kimia dasar dan derivatif, dan 
produk kimia lainnya, pemasaran dan perdagangan produk olahan, transmisi 
gas alam, minyak mentah dan produk olahan, dan penjualan gas alam.  
Saat ini PetroChina Company Limited dipimpin oleh Wang Dongjin, 
Wang Yilin sebagai Chairman, Vice Chairman and Non Executive Director 
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adalah Zhan Jianhua, Executive Director adalah Zhao Zhengzhang, dan 
Sekretaris adalah Wu Enlai. Berikut adalah logo dari PetroChina Company 
Ltd (Limited, PetroChina Company). 
Gambar. 3.1 Logo PetroChina 
 
 
 
Disadur dari (http://www.petrochina.co.id/SitePages/Vision%20Mission. 
aspx) 
 
Logo PetroChina ini melambangkan komitmen perusahaan untuk 
memastikan keselarasan antara pengembangan energi dan lingkungan. Warna 
logo berbentuk bunga ini adalah dari bendera nasional RRT, dengan sepuluh 
kelopak mewakili bisnis inti kami. Dasar merah padat menggambarkan 
kekuatan dan kohesi PetroChina, sedangkan matahari terbit menyoroti masa 
depan perusahaan yang cemerlang (Limited, PetroChina Company).  
Dalam penelitian Maisa Yudono menjelaskan tentang latar belakang 
pendirian PetroChina karena kebijakan reformasi ekonomi RRT dan 
meningkatnya permintaan energi yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi 
yang mencapai 9,3% di dekade 90-an (Yudono, 2009, p. 02). CNPC 
merupakan BUMN dan group perusahaan minyak dan kimia terbesar di RRT 
yang berada di bawah naungan badan investasi dan komisi negara untuk 
supervisi aset negara dan administrasi. The James A. Baker III Institute for 
Public Policy dalam penelitiannya tentang MNC RRT terutama National Oil 
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Company (NOC) memberikan pemaparan alasan pendirian PetroChina oleh 
pemerintah RRT : 
1. Pemerintah RRT ingin memisahkan peran dan fungsi pemerintah 
dan perusahaan dan membongkar sistem monopoli hulu dan hilir 
dengan membentuk kompetisi antar perusahaan.  
2. Memperkenalkan ke industri migas RRT prinsip-prinsip sistem 
pasar dan mekanisme yang tercipta oleh sistem kompetisi antar 
perusahaan.  
3. Menciptakan perusahaan minyak internasional untuk bersaing di 
kompetisi global (Guo, 2007). 
American Depositary Shares (ADS) dan saham H dari PetroChina telah 
dicatatkan di Bursa Efek New York pada tanggal 6 April 2000 dengan kode 
saham (PTR), di Bursa Efek Hongkong Limited pada tanggal 7 April 2000 
dengan kode saham (857), dan di Bursa Efek Shanghai pada tanggal 5 
November 2007 dengan kode saham (601857). PetroChina juga aktif dalam 
berinvestasi di luar negeri dengan cara akusisi dan merger. Keaktifan yang 
terlihat pula dalam perdagangan saham international dimana PetroChina 
memiliki saham di Hongkong, Shanghai dan New York (China National 
Petroleum Corporation).  
PetroChina Internasional memiliki 9 cabang domestik dan 7 cabang di 
luar negeri, serta memiliki 78 tempat penyulingan dan produksi bahan kimia 
dari 43 negara serta beroperasi di 26 negara dengan memiliki karyawan 
sebesar 400.000 orang dan selama beroperasi PetroChina berhasil 
membangun tempat transit internasional antara lain di Minas, Basra (Irak) 
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dan Oman untuk keperluan penyulingan minyak, gas, dan industri 
pendukung.  
Semenjak pembentukannya, PetroChina berkomitmen meningkatkan 
standar pengelolaan perusahaan multinational berdasarkan peraturan dan UU 
perusahaan. PetroChina memiliki dua komitmen utama sebagai perusahaan 
minyak dan gas. Pertama, komitmen untuk menjadi perusahaan energi 
internasional yang memiliki daya saing dan pemain utama dalam produksi 
dan distribusi petroleum serta petrokimia di dunia. Kedua adalah untuk 
meningkatkan transformasi ekonomi, peningkatan kemampuan inovasi, 
membangun mekanisme keselamatan yang efektif dan berkelanjutan, 
perlindungan terhadap lingkungan hidup dan konservasi energi serta 
menciptakan perusahaan yang harmonis, dengan tujuan mencapai perusahaan 
energi internasional yang memiliki daya saing kuat dan tinggi. Perusahaan 
memiliki komitmen yang diterjemahkan dalam kebijakan utama PetroChina 
yaitu Energize, Harmonize, and Realize (Reuters). 
Pada tahun 2008, PetroChina mencatat volume perdagangan sebesar 
127 juta metrik ton dan meningkat 21% dari tahun 2007 dan di pasar saham 
pada akhir tahun 2007, CNPC memiliki 86,29% dari saham-saham 
PetroChina. Hasil penelitian PFC Energi 50 sebuah lembaga konsultan energi 
internasional bahkan menempatkan PetroChina sebagai perusahaan energi 
terbesar ke-2 di dunia pada tahun 2008, menurut PFC Energy PetroChina 
memiliki Market Capital sebesar $259,7 milyar (IHS Markit). 
Status dan posisi yang disandang PetroChina saat ini merupakan proses 
yang panjang, dengan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain 
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mencapai tujuan perusahaan. Maka dari sekian banyak perjanjian maupun 
keputusan perusahaan tercatat beberapa keputusan dan kerjasama yang perlu 
dicermati, diantaranya sebagai berikut. Pada 4 Februari 2002, PetroChina 
melakukan kerjasama luar negeri dengan Royal Dutch Shell, Gazpron, 
Hongkong & China Gas untuk membangun jaringan pipa sepanjang 2600 mil 
dari lapangan gas Tarim Basin yang dikeluarkan oleh ketiga perusahaan 
mencapai $18 milyar. Pada September 2003, PetroChina memulai 
pembangunan pipa gas sepanjang 5454 mil yang memiliki kapasitas 116 
milyar cubic feet per tahun, pipa gas menghubungkan ladang migas 
Zhongxian di Sichuan ke provinsi Hubei dengan rencana perluasan jaringan 
pipa ke pesisir Timur RRT (Energy Interntional Agency, 2004). 
Keputusan perusahaan yang menentukan posisi PetroChina saat ini 
adalah keputusan untuk mengeluarkan saham-saham jenis H sejumlah 3,97% 
milyar saham pada tanggal 15 September 2005 dan keputusan CNPC sebagai 
perusahaan induk untuk meningkatkan sahamnya di PetroChina sebanyak 
60.000.000 saham melalui perdagangan saham di Shanghai Stock Exchange 
sehingga, meningkatkan modal untuk PetroChina dan kepemilikan CNPC 
hingga 86,32% di PetroChina (China National Petroleum Corporation). 
Sebelum meningkatkan sahamnya di PetroChina, CNPC sebagai holding 
company melakukan kebijakan pemisahan antara bisnis inti dan bisnis 
pendukung dengan cara memisahkan bisnis menguntungkan dan tidak 
menguntungkan, bagi PetroChina implikasi kebijakan tersebut adalah 
rasionalisasi jumlah karyawan PetroChina. 
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 Pada awal pembentukan PetroChina memiliki 480.000 karyawan yang 
semuanya berasal dari CNPC namun, pada tahun 2002 saat PetroChina 
gencar melakukan investasi ke luar negeri seperti Indonesia maka jumlah 
tersebut dikurangi menjadi 425.000 karyawan yang artinya tejadi 
pengurangan karyawan sebesar 55.000 orang (Guo, 2007). Strategi 
PetroChina tersebut guna mempermulus reformasi BUMN menjadi 
perusahaan multinational. 
Pada tahun 2015, produksi minyak dan gas yang dihasilkan PetroChina 
dari operasi di luar negeri mencapai 203.500.000 barel, meningkat dari 
38,3% dari tahun sebelumnya dan akuntansi untuk 13,6% dari total minyak 
dan gas alam setara output Perusahaan (PetroChina Company Limited). Hal 
ini membuktikan bahwa sampai saat ini, kontribusi perusahaan PetroChina 
masih sangat dibutuhkan sebagai aktor non state yang berperan aktif dalam 
proses eksplorasi dan distribusi dalam sektor migas oleh pemerintah RRT. 
 
B. Nilai Strategis Indonesia di Sektor Energi  
1. Sejarah Pengelolaan Minyak Bumi dan Gas Alam di Indonesia 
Berawal dari sejarah pengelolaan minyak dan gas di Indonesia sejak 
keberhasilan Amerika Serikat menemukan ladang minyak yang dilakukan oleh  
Koloner Drake di Titusville, Pennsylvania padatahun 1895, berpengaruh 
terhadap negara-negara lain di dunia untuk menemukan cadangan serta ladang 
minyak  yang komersial. Pada tahun 1871, di Indonesia Reering telah 
mencoba mencari  minyak di lereng Gunung CIremei (Jawa Barat)  namun  
gagal. Orang kedua yang mencoba mencari minyak adalah Aeilko Jana Zijker 
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yang merupakan inspektur perkebunan di daerah Langkat (Sumatera Selatan) 
(Sanusi, Potensi Ekonomi Migas Indonesia, 2004, p. 07).  
Zijker secara tidak sengaja menemukan resapan minyak ketika 
berteduh di suatu tempat. Atas dasar keyakinanya bahwa yang dia temukan 
adalah minyak maka, Zijker  mendatangkan modal dari Belanda untuk mulai 
membentuk perusahaan dan mencari sumber minyak tersebut. Ziljker pun 
mulai memproduksi minyak pada  tahun 1885. Keberhasilan Zijlker ini 
membuat para pengusaha mencari minyak  ke berbagai daerah di Indonesia 
yang diyakini memiliki sumber minyak seperti  Surabaya, Jambi,  Aceh  
Timur,  Palembang,  dan  Kalimantan Timur. 
Dalam  upaya  untuk  membuat  produk  bahan  bakar  dari  minyak,  
maka pemerintah Belanda pada saat itu membangun sebuah kilang minyak di 
Pangkalan Brandan pada tahun 1892. Menyusul pembangunan kilang minyak 
tersebut maka dibangun pula tanki-tanki penimbunan serta fasilitas pelabuhan 
di Pangkalan Susu pada tahun 1898. Tempat inilah merupakan tempat 
pelabuhan ekspor minyak pertama Indonesia. Dalam upaya untuk membuat  
produk bahan bakar dari minyak maka pemerintah Belanda pada saat itu 
membangun sebuah kilang minyak di Pangkalan Brandan pada tahun 1892. 
Menyusul pembangunan kilang minyak tersebut maka dibangun pula tanki-
tanki penimbunan serta fasilitas pelabuhan di Pangkalan Susu pada tahun 
1898. Tempat inilah merupakan tempat  pelabuhan ekspor minyak pertama 
Indonesia (Sanusi, Peranan Migas Dalam Perekonomian Indonesia, 2002, p. 
15). 
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Sejalan dengan pesatnya industry dunia, kebutuhan akan minyak pun 
semakin bertambah. Indonesia dimasa pemerintahan Hindia Belanda melihat 
peluang untuk memanfaatkan kekayaan alam Indonesia kemudian 
mengeluarkan perturan yang berkaitan dengan kegiatan mencari minyak dan 
gas bumi di Indonesia yang di atur dalam Undang-Undang pertambangan 
(Minjwet) tahun 1899. Isi Undang-Undang tersebut mengenai hal-hal yang 
berkenaan dengan kegiatan pertambangan dapat diberikan kepada perusahaan 
minyak atas dasar konsensi. Konsensi ini berlaku untuk jangka waktu 75 
tahun. Undang-Undang ini juga mengatur tentang kewajiban perusahan antara 
lain pemungutan atas tiap hektar dari lahan ladang minyak dan 1% pungutan 
yang berasal dari nilai setiap minyak yang dihasilkannya (Sanusi, Potensi 
Ekonomi Migas Indonesia, 2004, pp. 28-39). 
Pasca kemerdekaan Indonesia, Undang-Undang mengenai 
pertambangan dikeluarkan berupa Undang-Undang No.44 tahun 1960 yang 
merubah status hukum perusahaan-perusahaan migas di Indonesia. Dalam 
Undang-Undang tersebut  ditetapkan  bahwa  perusahaan-perusahaan  asing  
tidak  lagi  diberikan  hak konsensi tetapi hanya boleh bertindak sebagai 
kontraktor (Saragih, 2010, p. 20).  
Menyusul Undang-Undang No.8 tahun 1971 maka PN PERTAMINA 
(Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara) diubah 
menjadi PERTAMINA, karena keterbatasan modal dan tenaga ahli serta 
pencarian migas mengandung resiko yang besar maka untuk menghasilkan 
migas, pihak PERTAMINA diberi peluang untuk melakukan kerjasama 
dengan para kontraktor swasta, terutama kontraktor migas asing yang sudah 
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banyak pengalamannya dalam upaya mencari ladang-ladang migas di berbagai 
dunia. Untuk mengatur hubungan antara pemerintah Indonesia dan perusahaan 
migas asing, maka dibuatlah kontrak sebagai berikut : 
1. Perjanjian Karya (Working Contract)  
Perjanjian Karya merupakan bentuk kerjasama antara  
PERTAMINA  dan perusahaan  swasta  pemegang  konsensi  dalam  
rangka ekplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi sesuai  
dengan UU No.44 tahun 1960 sebagai penggantu system konsensi 
yang berlaku pada masa pemerintahan Belanda. Perjanjian karya 
hanya berlaku hingga tahun 1963, dan untuk tahun selanjutnya  
digunakan Perjanjian dalam bentuk Production Sharing Contract 
(Kontrak Bagi hasil). Untuk perjanjian karya yang telah terlanjur di 
tanda tangani masih tetap berlaku dan berakhir pada bulan  
November 1993. 
2. Production Sharing Contract / PSC (Kontrak bagi Hasil)  
   PSC ini lahir atas dasar UU No.44 tahun 1960 dan UU. No. 8 
tahun 1971. Perkembangan harga minyak dunia serta adanya upaya 
menarik para kontraktor maka telah terjadi beberapa perubahan isi 
dari Kontrak Production Sharing. 
3. Technical Assistance Contract (TAC)  
TAC adalah suatu kontrak kerjasama antara PERTAMINA 
dan perusahaan swasta dalam rangka merehabilitasi sumur-sumur  
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lama atau lapangan minyak yang ditinggalkan di wilayah kuasa  
pertambangan (WKP) PERTAMINA. 
4. Kontrak Enhanced Oil Recovery (EOR)  
Kontrak EOR ini merupakan kerjasama antara PERTAMINA  
dan perusahaan swasta dalam rangka meningkatkan produksi 
minyak di sumur dan lapangan minyak yang masih di operasikan  
PERTAMINA dan sudah mengalami penurunan produksi dengan  
menggunakan teknologi tinggi meliputi usaha secondary dan 
tertiary recovery. 
5. Kontrak Operasi Bersama (KOB)  
KOB merupakan kerjasama antara PERTAMINA dan 
perusahaan  swasta dalam rangka eksplorasi dan eskploitasi panas 
bumi untuk  pembangkit tenaga listrik (Kumalasari, 2013, pp. 38-
45). 
Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No.22 tahun 2001 tentang  
minyak dan gas, peran PERTAMINA sebagai pengatur hulu migas Indonesia 
digantikan oleh BP MIGAS (Badan Pengelola Hulu Minyak dan  Gas). 
PERTAMINA sejak itu memiliki status yang sama dengan kontraktor  lain 
dalam urusan hulu migas Indonesia. Di tahun 2012, Undang-Undang No. 22 
tahun 2001 dihapus Mahkamah Konstitusi karena dianggap tidak  sesuai 
dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, kini BP MIGAS 
berganti nama menjadi SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana 
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Kegiatan Hulu Minyak dan Gas). Dalam pengelolaan minyak  bumi dan gas 
alam Indonesia, terdapat beberapa aktor yang sangat berpengaruh yaitu:  
1.  Kementrian Energi dan Sumber Daya mineral (KESDM)  
2.  SKKK MIGAS   
3.  BPH MIGAS  
4.  Komisi VII  
5.  PT Pertamina  
6.  PGN  
7.  Asosiasi Industri  
8.  Perusahaan Migas   
Pada tahun 2005, untuk menjaga pasokan keamanan energi Indonesia 
mengeluarkan Peraturan Presiden No. 5 tahun 2006 mengenai kebijakan  
energi nasional (Kementerian ESDM, 2007, p. 07). Mengikuti keluarnya 
peraturan tentang kebijakan energi nasional ini maka pada tahun 2007 
dikeluarkan Undang-Undang No.30 tentang energi. Undang-Undang ini 
mengatur pula tentang perlunya dirumuskan kebijakan energi nasional (KEN) 
oleh Dewan Energi Nasional (DEN, 2012). 
2. Kondisi Minyak Bumi dan Gas Alam di Indonesia 
Indonesia merupakan pemain yang signifikan dan sudah dikenal dalam 
industri migas internasional. Energi migas masih menjadi andalan utama 
perekonomian Indonesia, baik sebagai penghasil devisa maupun pemasok 
kebutuhan energi dalam negeri. Pembangunan prasarana dan industri yang 
sedang giat-giatnya dilakukan di Indonesia, membuat pertumbuhan konsumsi 
energi rata-rata mencapai 7% dalam 10 tahun terakhir (Biro Reset, p. 01).  
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Peningkatan yang sangat tinggi, melebihi rata-rata kebutuhan energi 
global, mengharuskan Indonesia untuk segera menemukan cadangan migas 
baru, baik di Indonesia maupun ekspansi ke luar negeri. Cadangan terbukti 
minyak bumi dalam kondisi depleting, sebaliknya gas bumi cenderung 
meningkat. Perkembangan produksi minyak Indonesia dari tahun ke tahun 
mengalami penurunan, sehingga perlu upaya luar biasa untuk menemukan 
cadangan-cadangan baru dan peningkatan produksi.   
Penemuan cadangan terbukti dipengaruhi oleh kegiatan pemboran, 
baik pemboran eksplorasi, deliniasi dan pemboran produksi. Pemboran 
eksplorasi bertujuan untuk mengetahui keberadaan minyak/gas pada suatu 
cekungan. Pemboran deliniasi berfungsi untuk mencari batas-batas reservoir, 
memastikan besaran cadangan dan sebagai acuan menentukan titik pemboran 
produksi. Pemboran produksi berfungsi untuk membuat sumur produksi 
sebagai tempat lewat minyak/gas menuju permukaan. Pada tahun 2012, 
success ratio pemboran eksplorasi sebesar 45%, kemudian mengalami 
penurunan sebesar 10% di tahun  2013 yaitu sebesar 35% (Sekretariat Jenderal 
DEN, 2015, p. 08) 
Indonesia adalah negara dengan cadangan minyak bumi dan gas alam 
yang cukup besar di Asia Tenggara. Cadangan terbukti minyak Indonesia 
tercatat berjumlah 3.741,3 juta barel (MMSTB/Million Stock Tank Barrel) 
pada tahun 2102. Grafik Cadangan Minyak Bumi Indonesia dapat dilihat 
dalam grafik di bawah ini : 
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Grafik 3.1 Cadangan Minyak Bumi Indonesia 2012-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disadur dari (http://statistik.migas.esdm.go.id/index.php?r=cadangan 
MinyakBumi/index) 
 
Cadangan minyak bumi Indonesia secara total berjumlah 7,408.21 
juta barel (MMSTB). Sebagian besar cadangan minyak bumi Indonesia 
tersebar di Indonesia bagian Barat, terutama Pulau Jawa dan Sumatera. 
Cadangan migas di laut dalam belum banyak di ekplorasi kendati potensinya 
sangat besar.  
Secara umum, Indonesia ketinggalan dibandingkan negara lain dalam  
menyediakan cadangan penyangga minyak. International Energy Agency 
(IEA)  mewajibkan setiap anggotanya memiliki Strategic Petroleum Reserve 
(SPR)  minimal 90 hari impor (days of net imports). Sedangkan, beberapa 
negara-negara di kawasan Asia seperti Jepang memiliki SPR selama 140 
hari yang  terdiri dari 83 hari minyak mentah dan 65 hari BBM, Thailand 
memiliki 81  hari  (45 hari minyak mentah dan 36 hari BBM), Singapura 60 
hari (30 hari minyak  mentah dan 30 hari BBM), dan Vietnam 47 hari (10 
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hari minyak mentah dan  37 hari BBM) (Sekretariat Jenderal DEN, 2015, p. 
14). 
Disisi lain, cadangan gas alam Indonesia masih cukup banyak yaitu 
cadangan terbukti sebanyak 103.3 (TSCF) dan cadangan potensial gas alam 
Indonesia sebanyak 47.4 trilliun kaki kubik (TSCF) sehingga total 
keseluruhan cadangan gas Indonesia adalah 150.7 (TSCF). Saat ini, 
Indonesia memiliki cadangan gas terbesar ketiga di wilayah Asia Pasifik 
(setelah Australia dan Republik Rakyat Tiongkok), berkontribusi untuk 
1,5% dari total cadangan gas dunia (Investments, Indonesia). Cadangan Gas 
Bumi Indonesia dapat dilihat pada grafik di bawah ini : 
Grafik 3.2  Cadangan Gas Bumi Indonesia 2012-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disadur dari (http://statistik.migas.esdm.go.id/index.php?r=cadangan 
 MinyakBumi/index) 
 
Indonesia memproduksi sekitar dua kali lipat dari gas alam yang 
dikonsumsinya. Kendati begitu, ini tidak berarti bahwa produksi gas domestik 
memenuhi permintaan gas domestik. Bahkan, ada kekurangan gas untuk industri-
industri domestik di Indonesia. Perusahaan Gas Negara (PGN) belum mampu 
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memenuhi permintaan domestik. Ini memiliki dampak-dampak yang memiliki 
cakupan luas karena hal ini menyebabkan Perusahaan Listrik Negara (PLN), 
konsumen gas domestik terbesar, mengalami kekurangan struktural suplai gas dan 
memaksa PLN untuk beralih ke bahan-bahan bakar fosil yang lebih mahal dan 
tidak ramah lingkungan, seperti minyak bumi, untuk menghasilkan listrik 
(Investments, Indonesia).  
Indonesia sebenarnya memiliki banyak lapangan hidrokarbon yang 
potensial namun belum tereksplorasi (Kumalasari, 2013, p. 51). Saat ini terdapat 
22 lapangan hidrokarbon yang belum di ekplorasi yang kebanyakan terletak di 
laut dalam khususnya di bagian wilayah timur Indonesia (Sekretaris Jenderal 
DPR-RI, 2010, p. 12). Perlunya modal yang besar untuk melakukan eksplorasi di 
laut  dalam membuat proses pencarian ladang minyak dan gas alam terhambat. 
Sejalan dengan cadangan minyak bumi Indonesia yang makin berkurang, produksi 
minyak pun menjadi ikut berkurang. Hal ini terlihat dalam grafik berikut ini : 
Grafik 3.3 Perbandingan Produksi dan Konsumsi Minyak Indonesia 2002-2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disadur dari (http://www.iberglobal.com/files/2015/indonesia_eia.pdf) 
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Grafik diatas menunjukkan bahwa produksi minyak menurun dari tahun ke 
tahun sedangkan konsumsi minyak meningkat terutama pada tahun 2012. Tingkat 
konsumsi lebih besar di bandingkan produksi minyak. Sehingga, pada tahun 2004 
kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai negara net-importir minyak karena 
konsumsi minyak terus meningkatkan sedangkan produksi minyak Indonesia tidak 
lagi mampu memenuhi konsumsi minyak dalam negeri. Lain halnya dengan gas 
alam yang memilki jumlah produksi yang cukup seimbang dengan laju konsumsi 
dalam negeri. Hal ini dapat terlihat dalam grafik berikut : 
Grafik 3.4 Perbandingan produksi dan konsumsi gas alam Indonesia (2001-2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disadur dari (http://www.iberglobal.com/files/2015/indonesia_eia.pdf) 
Grafik di atas menunjukkan bahwa produksi gas alam meningkat seiring 
dengan  konsumsi  yang  juga  meningkat. Seiring tahun  berjalan  tingkat  
produksi  gas  alam  Indonesia  masih  lebih  banyak  di bandingkan  konsumsi  
gas  alam. Sehingga,  Indonesia  disebut  sebagai  net eksportir  gas alam. Dalam  
rentang  10 tahun  tersebut  produksi  tertinggi  gas  alam  terjadi  pada  tahun 
2010 dengan jumlah  sekitar 2,800 miliar  kaki  kubik  (billion cubic feet/bcf) dan 
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konsumsi  gas  alam  pun meningkat di tahun 2010 dengan jumlah sekitar 1,400 
bcf.  
Namun, pada tahun 2011 produksi gas bumi nasional mengalami 
penurunan  dari  8857  MMSCFD (Million Sonare Cubic Feet per Day) pada 
tahun 2010, 8415 MMSCFD atau setara dengan 1,5 juta setara barel minyak per 
hari. Realisasi ini juga  lebih rendah dari pada rencana keteknikan WP&B (Work 
plan & Budgeting) yang  ditetapkan  sebesar  8541 MMSCFD (US International 
Energy Agency, p. 08) 
Walaupun Indonesia memiliki cadangan gas yang cukup besar namun, 
konsumsi energi Indonesia didominasi oleh minyak. Presentasi jenis energi yang 
di konsumsi dapat terlihat dalam grafik berikut : 
Grafik 3.5 Konsumsi Energi Primer Indonesia tahun 2005-2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disadur dari Pusat Data dan Informasi ESDM 2012 
Grafik di atas menunjukan antara tahun 2000 sampai dengan 2011,  
konsumsi energi final (termasuk biomasa) tumbuh rata-rata 3,4% per tahun dari 
777.925 ribu SBM menjadi 1.116.105 ribu SBM, jika tanpa biomas rata-rata 
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tumbuh 4,7% per tahun dari 508.883 ribu SBM menjadi 836.055 ribu SBM. 
Sementara, jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2010, konsumsi energi 
final 2011 (termasuk biomasa) meningkat 4,55% dari sebelumnya 1.067,5 juta 
SBM. Jika tanpa biomasa,  pertumbuhan konsumsi energi final tahun 2011 
dibanding tahun 2010 mencapai 5,3%, dari sebelumnya 793,9 juta SBM pada 
tahun 2010. 
Bahan bakar minyak (BBM) masih menjadi energi yang paling besar 
dikonsumsi dibandingkan dengan jenis energi lainnya. Konsumsi BBM pada 
tahun 2011 mencapai 365 juta SBM atau setara dengan 32,7% (dengan biomassa) 
dan 43,6% (tanpa biomasa) terhadap total konsumsi energi final seluruhnya. 
Sementara LPG merupakan jenis energi yang mengalami peningkatan tertinggi 
dibandingkan dengan energi jenis lainnya (Pusat Data dan Informasi ESDM, 
2012, pp. 09-10).  
Indonesia di pasok oleh energi fosil yaitu minyak, gas alam dan batu bara 
sebesar 95%.  Minyak mentah yang dipompa dari perut bumi perlu untuk diolah 
agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Proses pengolahan minyak mentah 
terjadi di kilang minyak yang akan mengubah minyak mentah menjadi produk-
produk seperti bensin, minyak tanah, LPG, minyak distilat, minyak residu, kokas, 
dan bahan kimia pelarut namun, tidak semua minyak mentah yang ditambang dari 
perut bumi Indonesia dapat diolah kilang-kilang minyak dalam negeri karena 
tidak semua spesifikasi minyak mentah cocok untuk diolah kilang minyak dalam 
negeri. 
Indonesia harus mengimpor minyak mentah yang cocok dengan spesifikasi 
kilang domestik dalam jumlah cukup besar. Secara keseluruhan Indonesia 
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bergantung pada pasokan minyak dari luar negeri sebanyak 70% (Syeirazi, 2009, 
p. 64). Impor minyak  Indonesia sejak tahun 2000 mulai meningkat, hal ini bisa 
dilihat dalam tabel berikut : 
Tabel 3.1 Impor dan Ekspor Minyak Bumi Indonesia Dari Tahun 2000-2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disadur dari Handbook of Energi & Economic Statistics Indonesia 2012 
Tabel di atas menunjukkan bahwa produksi minyak mentah Indonesia 
semakin  menurun tiap tahunnya. Ekspor minyak mentah Indonesia pun turut 
menurun seiring dengan  turunnya jumlah produksi. Di sisi lain, impor minyak 
Indonesia meningkat pada tahun 2001-2005 walaupun memiliki pola yang tidak 
teratur akan tetapi, mengalami penurunan produksi. 
Indonesia merupakan pengguna energi terbesar di wilayah ASEAN dengan 
pangsa sebesar 36% dari total konsumsi energi sedangkan, Thailand merupakan 
pengguna energi terbesar kedua dengan pangsa sebesar 22%, dan pengguna energi  
yang terendah adalah Brunei Darussalam dengan pangsa kurang dari 1% dari total 
kebutuhan energi ASEAN. Rata-rata konsumsi energi per kapita tahun 2011 di 
53 
 
ASEAN sebesar 2,4 Toe. Brunei Darussalam, Singapura dan Malaysia merupakan  
negara yang memiliki tingkat konsumsi energi per kapita di atas rata-rata ASEAN, 
yaitu masing-masing sebesar 9,4 Toe, 6,5 Toe dan 2,6 Toe. Indonesia memiliki 
tingkat konsumsi energi per kapita sebesar 0,8 Toe sedangkan, tingkat konsumsi  
energi per kapita terendah adalah Myanmar (0,3 Toe) (Dewan Energi Nasional RI, 
2014, p. 23). 
Tingkat konsumsi gas bumi domestik Indonesia terus meningkat secara  
signifikan dari 3.549,9 MMSCFD pada tahun 2002 menjadi 4.029,7 MMSCFD 
pada  tahun 2010. Setelah itu mengalami penurunan sebesar 3,9% menjadi 3.870,6  
MMSCFD pada tahun 2013. Pada tahun 2012, sektor industri merupakan 
konsumen  gas bumi domestik terbesar di Indonesia, dengan representasi sekitar 
37,1% dari total  konsumsi gas bumi domestik di Indonesia. Sedangkan, 
transformasi atau energi dan  penggunaan non-energi di industri (digunakan 
sebagai feedstock di industri  petrokimia) direpresentasikan sekitar 26,1% dan 
19,7%. Tingkat konsumsi gas  domestik Indonesia diperkirakan akan meningkat 
dari 5.929 MMSCFD pada  tahun  2014 menjadi 10.775 MMSCFD di tahun 2030.  
Domestik Market Obligation (DMO) gas merupakan salah satu kebijakan 
Pemerintah Indonesia yang mewajibkanprodusen gas bumi Indonesia untuk 
memprioritaskan pemberian pasokan gas bumi untuk pasar domestik. Pada tahun 
2012, neraca pemenuhan kebutuhan gas adalah  8.000 MMSCFD dan menurun 
pada tahun 2013 menjadi 7.600 MMSCFD.  Hal  ini  berkebalikan dengan 
pemanfaatan gas bumi yang meningkat dari tahun 2012  sejumlah 5.678 
MMSCFD menjadi 5.774 MMSCFD. Pada tahun 2010, Pemerintah  Indonesia 
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memperkenalkan mekanisme prioritas alokasi untuk digunakan pada DMO gas 
bumi yaitu sebagai berikut:  
a) Peningkatan produksi minyak dan gas bumi nasional,  
b) Industri pupuk 
c) Penyediaan tenaga listrik  
d) Industri lainnya. Besaran volume gas bumi dialokasikan pada tiap sektor 
dengan harga yang dinegoisasikan  antara pemasok dengan konsumen.  
Pada tahun 2013 harga gas bumi sudah sesuai  dengan harga keekonomian 
produsen, dengan tidak adanya subsidi pada sektor gas  bumi sehingga memenuhi 
parameter tertinggi nilai ketahanan energi. Pada tahun  2013, harga jual tertinggi 
gas bumi kepada sektor industri domestik di Indonesia  berada pada kisaran USD 
4,08-9,02 per MMBTU (Sekretariat Jenderal DEN, 2015, p. 42).  
Cadangan minyak bumi nasional baik berupa cadangan terbukti maupun 
cadangan potensial mengalami peningkatan pada periode 2012-2013. Cadangan  
potensial minyak pada tahun 2013 sebesar 3,85 miliar barel sedangkan, cadangan  
terbukti sebesar 3,69 miliar barel. Sebaran cadangan minyak bumi tersebut 
sebagian besar terdapat di wilayah Sumatera yang mencapai 62,1% dari total 
cadangan minyak bumi nasional atau sebesar 5,02 miliar barel sedangkan, Jawa 
dan Kalimantan  masing-masing memiliki cadangan minyak bumi sebesar 1,81 
miliar barel dan 0,57  miliar barel, sisanya sebesar 0,14 miliar barel terdapat di 
daerah Papua, Maluku dan Sulawesi. Pangsa cadangan minyak bumi Indonesia 
hanya berkisar 0,5% dari total  cadangan minyak bumi dunia (Sekretariat Jenderal 
DEN, 2015, p. 31). 
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Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia rentan terhadap perubahan 
kondisi global yang dapat berpengaruh pada ketahanan energi nasional sebagai 
akibat dari tingginya ketergantungan pasokan dari luar. Namun, sebelumnya 
selama sepuluh tahun terakhir, laju penurunan cadangan terbukti minyak bumi 
sebesar 92,5 juta barel per tahun, atau dengan kata lain selama sepuluh tahun 
cadangan minyak dan kondensat nasional hilang sebesar 1 miliar barel. 
Grafik 3.6 Perkembangan Cadangan Minyak Bumi Indonesia Tahun 2000-2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disadur dari Pusat Data dan Informasi ESDM 2012 
 
Dibandingkan tahun 2010, ketersediaan cadangan minyak bumi Indonesia 
pada tahun 2011 mengalami penurunan hingga 0,03 miliar barel menjadi 7,73 
miliar barel termasuk di dalamnya cadangan blok Cepu. Dengan rata-rata tingkat 
produksi 0,329 miliar barel, ketersediaan cadangan minyak bumi di Indonesia saat 
ini hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan minyak bumi Indonesia hingga 23 
tahun ke depan. 
Ditambah dengan adanya fokus pemerintah untuk terus menggenjot dan 
meningkatkan produksi minyak bumi, guna mencapai target lifting minyak bumi 
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hingga 1 juta barel pada tahun 2014 dapat menyebabkan ketersediaan minyak 
bumi  berkurang lebih cepat dalam kurang waktu 23 tahun, jika tidak disertai 
dengan usaha penemuan cadangan minyak bumi baru, baik di dalam negeri 
maupun di luar negeri (Pusat Data dan Informasi ESDM, 2012, p. 19). 
Menurut BP MIGAS penurunan jumlah produksi minyak per hari tersebut 
disebabkan penurunan produksi dari lapangan  existing lebih cepat dari perkiraan. 
Sekitar 90% dari total produksi minyak Indonesia dihasilkan dari lapangan yang 
usianya lebih dari 30 tahun, sehingga dibutuhkan investasi yang cukup besar 
untuk menahan laju penurunan alaminya. Upaya menahan laju penurunan 
produksi pada lapangan tua tersebut, yang mencapai 12% per tahun gagal 
dilaksanakan. Sementara, upaya untuk menyangga produksi melalui produksi 
lapangan baru, sangat bergantung kepada kinerja kontraktor kontrak kerjasama 
(KKKS).  
Bicara mengenai struktur industri, dunia perminyakan memiliki keunikan 
dibanding industri lainnya. Ketika industri-industri lain gencar mencanangkan 
perampingan, efisiensi, dan efektivitas, dalam dunia perminyakan para 
international oil company (IOC) yang sudah mendominasi pasar tersebut dengan 
terpaksa melakukan merger karena dalam industri perminyakan, modal yang 
terlibat luar biasa besar (Biro Reset, p. 02) 
Ketergantungan Indonesia akan sumber energi minyak yang begitu besar, 
bahkan ketergantungannya terhadap impor minyak menjadikan negara ini sangat 
rapuh terhadap hempasan krisis energi maupun serangan non-militer melalui 
blokade energi. Selain itu, cadangan minyak potensial yang hanya bertahan untuk 
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12 tahun,  bauran energi primer yang hampir setengahnya didominasi oleh 
minyak, dan ketergantungan Indonesia akan impor minyak Indonesia serta sumber 
minyak yang banyak berasal dari kawasan Timur Tengah. Kesemua ini membawa 
kesimpulan bahwa keadaan pasokan energi Indonesia berada pada posisi yang 
tidak aman. (SKK Migas, 2014, p. 04) 
Kebutuhan energi di masa depan diperkirakan akan terus bertambah seiring 
pertambahan populasi manusia. Berdasarkan data World Energy Outlook 2013, 
pertumbuhan kebutuhan energi bergeser ke Asia Selatan dan Asia Tenggara, 
termasuk Indonesia. Pada tahun 2020, kebutuhan energi di kawasan tersebut 
diperkirakan melebihi kebutuhan energi di RRT yang saat ini masih menjadi 
konsumen energi terbesar di dunia.  
Dari berbagai jenis sumber energi, baik yang terbarukan maupun tidak 
terbarukan, energi fosil atau hidrokarbon, yakni batubara, minyak dan gas bumi 
(migas), masih mendominasi hingga tahun 2060. Sebanyak 83% sumber energi 
yang dibutuhkan sekarang masih dipenuhi dari hidrokarbon, mayoritas dari migas 
yang mencapai 63%. Kebutuhan migas diperkirakan masih berkisar 59% pada 
tahun 2040. Sementara di Indonesia, sumber energi fosil yang digunakan sekarang 
mencapai 91%, dengan penggunaan migas sebesar 58% sedangkan, pada tahun 
2030 kebutuhan migas masih mencapai 53%. Salah satu cara untuk menjaga 
ketahanan dan kemandirian energi di masa depan adalah dengan mendorong 
diversifikasi energi. Pemerintah sendiri sudah berupaya mendorong pemanfaatan 
energi alternatif, yakni energi yang terbarukan seperti angin, nuklir dan lain-lain, 
melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang diversifikasi energi 
(SKK Migas, 2014, p. 04). Bagi Indonesia, peningkatan  penggunaan  energi  
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menjadi  hal  mutlak  dilakukan  untuk mendorong  percepatan  ekonomi. Sebab 
kemajuan ekonomi yang sejalan dengan tingkat konsumsi energi. Blueprint 
Pengelolaan Energi Indonesia pun menargetkan untuk meningkatkan  penggunaan 
energi dengan target rasio elektrofikasi sebesar 95% dan peningkatan  konsumsi 
energi untuk tahun 2025 (Kementerian ESDM, 2007, p. 07). 
Di Indonesia sendiri, energi minyak dan gas masih menjadi andalan utama 
perekonomian Indonesia, baik sebagai penghasil devisa maupun pemasok 
kebutuhan energi dalam negeri. Potensi sumber daya minyak dan gas bumi 
Indonesia masih cukup besar untuk dikembangkan terutama di daerah-daerah 
terpencil, laut dalam, sumur-sumur tua dan kawasan Indonesia Timur yang relatif 
belum dieksplorasi secara intensif. Sumber-sumber minyak dan gas bumi dengan 
tingkat kesulitan eksplorasi terendah praktis kini telah habis dieksploitasi dan 
menyisakan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Sangat jelas bahwa mengelola 
ladang minyak sendiri menjanjikan keuntungan yang luar biasa signifikan (Tana, 
2012, p. 38). 
 Akan tetapi untuk dapat mengetahui potensi tersebut diperlukan teknologi 
yang mahal, modal yang besar, faktor waktu yang memadai dan memerlukan 
efisiensi yang maksimal serta expertise dari sumber daya manusia terbaik. Maka 
dari itu, dalam mempertahankan nilai strategis yang dimiliki Indonesia dalam 
sektor energi tekhusu migas, maka pemerintah melakukan berbagai cara agar 
konsumsi dan cadangan energi meningkat dan salah satunya ialah melakukan 
kerjasama dalam kegiatan eksplorasi dengan perusahaan asing atau melalui 
investasi.  
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Sumber daya minyak dan gas berlokasi di 60 basin yang terbentuk dari 
endapan diseluruh Indonesia. Hanya 38 basin yang sudah dieksplorasi, ada 15 
basin yang sudah memproduksi hidrokarbon, tiga di bagian Timur Indonesia, 
bernama basin Salawati dan Bintuni di Papua, dan basin Bula di Maluku. Kedua 
belas basin lainnya berlokasi di bagian barat Indonesia. Delapan basin memiliki 
hydrocarbon, namun belum memproduksi. Basin yang lainnya, kebanyakan 
terletak di sebelah Timur Indonesia, sudah dibor namun tidak berujung pada suatu 
pencarian (Biro Reset, p. 03). 
 Beberapa pemain pasar mengekspresikan perhatian mengenai aktivitas 
yang meningkat dari perusahaan eksplorasi minyak dan gas RRT di Indonesia. 
Dalam penelitian Eka menyatakan bahwa bukan hanya perusahaan migas asal 
RRT yang mampu meningkatkan perananannya dalam produksi migas di 
Indonesia namun, ada lebih dari beberapa perusahaan migas internasional yang 
melakukan merger dan telah beroperasi bahkan telah menjadi produser migas 
terbesar di Indonesia dan dapat kita lihat dari grafik di bawah ini yang dikutip dari 
PricewaterhouseCooper, (2012), Oil & Gas in Indonesia : Investment and 
Taxation Guide May. 
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Grafik 3.7 Presentase Produksi Minyak Indonesia berdasarkan Perusahaan (2012)   
 
 
 
 
 
 
 
Disadur dari skripsi Eka Astiti Kumalasari (2013) 
 
Berdasarkan grafik diatas, Chevron mendominasi produksi minyak 
Indonesia sebanyak 51% (47% Chevron Pasific Indonesia dan Chevron 
Indonesia 4%)  diikuti Total E&P 10%, Conoco Philip 7%, Medco 6%, 
CNOOC 4%, PetroChina Jabung Ltd 2%, Mobil Cepu Ltd 3%, dll.  
Berbeda dalam produksi gas, perusahaan gas asing yang lebih 
mendominasi gas Indonesia adalah perusahaan Total E&P Indonesia. Hal ini 
dapat terlihat dalam grafik di bawah ini: 
Grafik 3.8 Presentase Produksi Gas Indonesia berdasarkan Perusahaan (2012) 
 
 
 
 
 
 
Disadur dari skripsi Eka Astiti Kumalasari (2013) 
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Grafik di atas menunjukan bahwa Total E&P Indonesia mendominasi 
produksi gas alam Indonesia sebanyak 34%. ConocoPhilips yang merupakan 
perusahaan dari  Amerika Serikat menempati peringkat kedua sebesar 31% 
(ConocoPhiilips Greseik  Ltd. sebanyak 15 % dan ConocoPhilips Ind.Ltd  6%). 
British  Petroleum  (BP)  Berau  menempati peringkat ketiga sebesar 17%. 
Pertamina menempati posisi ke empat  dengan produksi  sebesar  13%  dari total 
produksi gas alam Indonesia. 
 
C. Kerjasama PetroChina di Indonesia 
Keberadaan PetroChina dimulai tahun 2002, saat PetroChina 
melakukan akusisi terhadap Devon Energy di Indonesia dengan membeli 
100% saham Devon Energy sebesar $216 juta. Akusisi Devon untuk 
bergabung dioperasi bersama Pertamina dan Ensearch Far East Ltd untuk 
mengeksplorasi lapangan Tuban di Jawa Timur (IEA, p. 42). Sehingga, 
melalui PetroChina International Ltd secara resmi PetroChina hadir di 
industri pertambangan minyak dan gas Indonesia. Kemudian, PetroChina 
membeli 45% saham kepemilikan pada kapal-operator di ladang minyak 
Indonesia, dan tahun 2004 PetroChina memiliki 25% kepemilikan serta hak 
beroperasi di ladang minyak Sukowati. Saat ini, PetroChina memiliki 
beberapa kilang minyak dan gas di Indonesia seperti Jabung (Jambi), Salawati 
(Papua), Tuban (Jawa Timur), dan Bangko (Sumatera). 
Saat ini, PetroChina International Indonesia Ltd dipimpin oleh Gong 
Bencai sebagai President PetroChina Indonesia dimulai dari akhir tahun 2016 
dan dibantu oleh lima vice president yang dibagi menjadi Vice President 
Partnership and Government Relations yaitu Budi Setiadi, Vice President 
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Operation yaitu Wang Wuhe, Vice President Business yaitu Liu Hongna, Vice 
President Finance and Control  yaitu Wu Kelai, dan Vice President Human 
Resources and Services yaitu Maryke P.Y. Pulunggono (PetroChina 
International Company in Indonesia). 
PetroChina berinvestasi dan mengembangkan ladang minyak dan gas di 
Jambi, Papua, Jawa Timur, dan Sumatera. PetroChina melakukan kerjasama 
PSC di blok Jabung sementara blok Tuban dan blok Salawati merupakan 
kerjasama JOB dengan Pertamina. Secara keseluruhan PetroChina di 
Indonesia berhasil menggandakan produksi dari 46.000 BOEPD (barrels of oil 
equivalent per day) ke 90.000 BOEPD dan menjadi salah satu distributor 
penting bagi kebutuhan gas di Singapore. Pada tahun 2003 PetroChina 
menawarkan investasi ke Indonesia untuk mengembangkan 10 blok minyak 
dan gas. Kesepuluh blok tersebar di provinsi Aceh, Banten, Jawa Timur, dan 
Papua, dalam proses tender PetroChina mendapatkan saingan dari Chevron 
Pasific (Xinhua). 
Dari penelitian Maisa yang dikutip dari Majalah Tambang “BP Migas 
Fasilitasi Kebutuhan LPG Dometik”, menyatakan bahwa dari sisi pendapatan 
antara tahun 2002-2007, pendapatan pemerintah Indonesia meningkat dari 
$200 juta ke $1 milyar. PetroChina pada tahun 2012 menargetkan mengebor 
58 sumur untuk memenuhi tujuan mencapai 200.000 BOEPD (Yudono, 2009, 
p. 41). Dalam mewujudkan target tersebut, PetroChina menanamkan 
modalnya senilai $2 milyar selama 3 tahun. Perusahaan menggunakan dana 
tersebut untuk membeli beberapa ladang migas di Indonesia. Salah satu ladang 
migas yang ingin dibeli dan dikembangkan adalah blok Natuna D Alpha di 
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Riau, jika perusahaan mendapatkan kepercayaan menjadi mitra Pertamina. 
Sebagai catatan blok Natuna telah menjadi incaran berbagai perusahaan 
minyak international seperti Shell, Exxon, Petronas, dan lainnya (Yudono, 
2009, p. 42). 
Kerjasama PetroChina dengan Indonesia dibidang energi minyak dan 
gas bumi selanjutnya terangkum dalam kesepakatan kontrak kerjasama PSC  
(Production Sharing Contract) dan JOB (Joint Operational Body), dengan   
Pemerintah Indonesia diwakili oleh BP Migas dan juga mitra lokalseperti 
Pertamina EP. PSC adalah perjanjian antara perusahaan kontraktor 
(PetroChina)   dengan Pemerintah Indonesia (BP Migas) untuk pengusahaan 
sebuah wilayah kerja minyak dan gas bumi, wilayah kerja tersebut berupa 
wilayah eksplorasi yaitu sebuah wilayah yang belum terbukti berproduksi. 
Kontraktor harus memulai usahanya dengan melakukan kegiatan eksplorasi 
seperti survei seismik dan pengeboran eksplorasi untuk jangka waktu tertentu. 
Apabila sumur  eksplorasi berhasil mendapatkan minyak atau gas, maka  
penemuan tersebut akan dikembangkan pada tahap produksi selama masa 
kontrak. Selanjutnya, kontraktor   dapat melakukan upaya eksplorasi di bagian 
lain wilayah kerja untuk mendapatkan  cadangan  dan   upaya  peningkatan  
produksi (Hartanto, 2013, p. 04). 
Dalam operasinya di Indonesia, PetroChina juga melakukan pula 
kerjasama dengan perusahaan penyedia peralatan dan jasa migas. PetroChina 
dalam operasinya di Indonesia bekerjasama dengan 3 perusahaan pendukung 
yaitu PT. Imeco, Weatherford Int Ltd dan Bakerhughes. Seperti yang telah 
dijelaskan diatas bahwa PetroChina memiliki wewenang untuk mengelola 4 
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blok yaitu blok Jabung di Provinsi Jambi, blok Salawati di Provinsi Papua 
Barat,  blok Tuban di Provinsi Jawa Timur, dan Blok Bangko di Provinsi 
Sumatera. Berikut adalah wilayah blok-blok yang dikelola oleh PetroChina : 
Gambar 3.2 Peta Blok Migas PetroChina di Indonesia 
 
 
 
 
 
 
 
Disadur dari (http://www.petrochina.co.id/SitePages/Home.aspx) 
III. 3.1 Blok Tuban (Jawa Timur) 
Pada tahun 2004 PetroChina memiliki 25% kepemilikan ladang 
Sukowati, Blok Tuban dalam operasional PetroChina bekerjasama dengan 
Pertamina dengan bentuk kerjasama Joint Operation Body (JOB). Pada awal 
kerjasama JOB, PetroChina menggandeng PT Medco E&P sebagai mitra pada 
bulan Agustus 2008, Medco E&P memutuskan untuk menjual kepemilikannya 
kepada Pertamina melalui PT. Pertamina Hulu Energi dan PT. Pertamina Gas. 
Sehingga, Pertamina memiliki 75% saham blok Tuban dan PetroChina beserta 
Pertamina membentuk JOB PetroChina East Java sebagai operator di blok 
Tuban. Dikutip dari website BP Migas dalam penelitian Maisa Yudono, nilai 
investasi PetroChina di blok Tuban tercatat di tahun 2003-2004 sebesar 
$1.101.709 di kedua ladang migas Sukowati dan Mudi (Yudono, 2009, p. 19). 
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Ladang Sukowati dan Mudi merupakan ladang minyak yang 
ditemukan di tahun 1930-an oleh pemerintah Belanda dan merupakan area 
produksi minyak bumi terbesar di kawasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. 
Kemudian, di tahun 1997 minyak bisa disalurkan dengan cepat melalui pipa 
sepanjang 18 km ke pantai untuk diekspor. Dapat dikatakan bahwa daya saing 
blok Tuban meningkat kembali setelah tahun 1997. Akusisi blok Tuban oleh 
PetroChina memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk menunjukkan 
kemampuan dalam peningkatan produksi minyak di ladang Sukowati dan 
Mudi dimana pada tahun 2004 hanya 5.000 BOEPD menjadi 28.000 BOEPD 
pada awal tahun 2008. Di bulan April 2008 PetroChina dan Pertamina 
memperingati produksi minyak ke 50 juta barrel.  
Berbeda dengan blok Jabung dan Salawati, blok Tuban memiliki 
karakteristik yang lebih kompleks. Blok Tuban memiliki kepadatan 
pendudukan yang lebih tinggi dibanding ketiga blok lainnya, memiliki nilai 
historis dalam perkembangan industri migas Indonesia dan berada berdekatan 
dengan blok Cepu yang memiliki cadangan migas tinggi. Implikasinya 
rencana perluasan eksplorasi PetroChina tidak semulus kedua blok lainnya. 
Salah satu hambatan yang dihadapi adalah penolakan uji coba eksplorasi di 
sumur Lengowangi-1, desa Balongwangi, Gresik. Penolakan warga 
disebabkan karena letak sumur yang dekat dengan pemukiman masyarakat 
sekitar 300m dan warga mengkhawatirkan limbah yang disebabkan oleh 
kegiatan eksplorasi sumur Lengowangi-1 (Investor Indonesia). 
Selain itu, hambatan lain yang juga dirasakan di blok ini adalah 
masalah perizinan eksplorasi yang memerlukan izin analisa dampak 
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lingkungan (AMDAL). Pada tahun 2006, Kementerian Lingkungan Hidup 
(KLH) melalui pemerintah kabupaten Bojonegoro menilai bahwa PetroChina 
belum mengurus perizinan AMDAL untuk kegiatan eksplorasi di sumur 
Sukowati-5. Berdasarkan surat dari KLH No.B-6217/Dep.V-4/LH/09/2006 
yang menyatakan pengembangan sumur minyak di desa Campurrejo, 
Bojonegoro belum mengantongi izin dan harus ditutup total setelah dilakukan 
uji produksi (Investor Indonesia). Oleh karena itu, PetroChina segera 
mengurus izin AMDAL ke KLH. Menurut Asisten Deputi Urusan Pengkajian 
Dampak Lingkungan Hidup KLH yaitu Hermien Roosita, ketika akan 
memulai eksploitasi perusahaan tambang seharusnya sudah memiliki izin 
AMDAL dari KLH, sedangkan PetroChina di Sukowati-5. Terlihat bahwa 
salah satu hambatan PetroChina di Blok Tuban ialah kurang koordinasinya 
instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dalam proses perizinan 
eksplorasi.  
   III.3.2 Blok Salawati (Papua Barat) 
Blok kedua milik PetroChina di Indonesia adalah Blok Salawati yang 
berada di Papua Barat. Perusahaan ini mendapatkan hak beroperasi di Blok 
Salawati pada tahun 2002. Telah turun dari puncaknya pada 1970-an dari 
100.000 BOPD (barel minyak per hari) menj adi 6.200 BOPD. Setelah 
PetroChina mengambil alih, perusahaan memutuskan untuk mengakuisisi 290 
km2 dari data seismik untuk menilai potensi baru di blok tersebut. PetroChina 
membuat langkah berani untuk mengebor tujuh sumur eksplorasi pada tahun 
2004, dengan resiko 100% reward tingkat keberhasilan, serta membawa 
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penemuan di wilayah Wakamuk yang saat ini memproduksi 400 BOPD dari 
1.200 BOPD pada puncaknya produksi (PetroChina Company in Indonesia). 
Blok Salawati terdiri dari dua blok utama yaitu Blok Salawati Island 
(pulau) dan Blok Salawati Kepala Burung. PetroChina untuk secara efektif 
meningkat produksi menjadi 9000 BOEPD. Saat PetroChina sedang 
pengeboran sumur pengembangan yang lebih hemat biaya untuk 
memperpanjang cadangan gas yang menjanjikan di bidang Utara Klalin. 
Dalam Blok Walio dan Arar, PetroChina juga melakukan pengeboran sumur 
eksplorasi untuk mencari struktur hidrokarbon-hosting, terutama cadangan gas 
untuk mengakomodasi tuntutan lokal.  
Fasilitas produksi yang ada di Blok Salawati Basin juga mencakup 
Terminal Kelautan Kasim yang mampu menyimpan 980.000 barel minyak dan 
menampung kapal tanker minyak hingga 890 kaki panjang. Hal ini 
memberikan PetroChina keuntungan dan mempengaruhi cadangan minyak di 
blok (PetroChina Company in Indonesia). 
Pada tahun 2007, setahun setelah PetroChina berhasil menemukan 
cadangan minyak baru di ladang minyak Bagong, dimana PetroChina mampu 
memproduksi minyak mentah sebesar 1000 BOEPD saat ladang minyak telah 
memasuki masa produksi. BP Migas mencatat nilai investasi awal PetroChina 
di Blok Salawati sebesar $1.500.384 dan merupakan investasi terbesar yang 
dilakukan PetroChina di Indonesia. PetroChina memiliki dua jenis usaha yang 
bertanggung jawab atas pengelolaan Blok Salawati, yang pertama adalah Joint 
Operating Body (JOB) PetroChina dan Pertamina yang bertempat di kepala 
burung dengan nama Perusahaan PetroChina Pertamina Salawati Island. 
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Selain Pertamina, PetroChina menggandeng dua perusahaan lain yaitu Pearl 
Oil Island Ltd dan Lundin Indonesia B.V (Yudono, 2009, pp. 22-23). 
Pearl Oil Island Ltd merupakan perusahaan yang berada di bawah 
bendera Group Mubadala Development Company yang merupakan 
perusahaan investasi berasal dari Uni Emirat Arab (UEA) dan memiliki kilang 
migas di Asia Selatan (Pearl Energy Investments). Sedangkan, PearlOil 
merupakan anak perusahaan minyak internasional yaitu Pearl Energy Ltd 
yang mengfokuskan pada kegiatan upstream. Lundin Indonesia B.V ialah 
cabang perusahaan dari Lundin Petroleum Ltd yang merupakan perusahaan 
minyak internasional dari Swedia. Luas daerah yang dikelola oleh JOB 
PetroChina Pertamina Salawati Island adalah 1097 km2 dan memiliki 4 ladang 
migas yaitu, Matoa-20, Matoa Utama, Matoa-29, dan SW ”O” fields, serta 
memiliki ladang di onshore dan offshore (Lundin Indonesia) 
Produksi rata-rata Salawati Basin dan JOB Pertamina-PetroChina 
berdiri di 10.500 BOEPD pada tahun 2014 (PetroChina Company in 
Indonesia). Jenis yang kedua ialah perusahaan yang berada dalam naungan 
PetroChina International (Bermuda) Ltd yaitu perusahaan PetroChina 
Salawati Company dengan bentuk PSC yang bertindak sebagai operator. 
Dalam kasus PetroChina Salawati Company ini , rasio keuntungan dari 
kerjasama PSC yang disetujui adalah pemerintah 85% dan kontraktor 15% 
(Hartanto, 2013, p. 04). Sama halnya dengan JOB Pertamina dan PetroChina, 
dua perusahaan lainnya adalah Lundin dan PearlOil Ltd. Berbeda dengan 
JOB, PetroChina Salawati Company bertanggung jawab langsung dan 
mendapat pedoman kebijakan dari PetroChina International (Bermuda) Ltd. 
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Luas area Salawati Basin mencapai 1000 km2 dan wilayah operasinya 
mencapai 872 km2. Salawati Basin terletak di onshore di Papua Barat dan 
memiliki 2 area operasi. Pertama, area Selatan meliputi Blok Wali, Kasim, 
dan Cendrawasih, dimana ketiganya mulai dieksplorasi pada tahun 2004 dan 
mulai memproduksi pada tahun 2005 (Yudono, 2009, p. 23). 
Jika dibandingkan antara Blok Tuban dan Blok Jabung, Blok Salawati 
kurang mendapatkan pemberitaan di media massa tentang perkembangan 
situasi dan kondisi kecuali tentang jumlah produksi PetroChina Salawati 
Company yang mencapai 6.300 BOEPD di tahun 2008. 
   III.3.3 Blok Jabung (Jambi) 
PetroChina mengawali kiprahnya di industri migas Indonesia saat 
mengakusisi Blok Jabung dari Devon Energy di tahun 2002. Blok Jabung 
berada di Provinsi Jambi dan berada di kabupaten Tanjung Timur. Menurut 
data BP Migas, PetroChina melakukan bentuk kerjasama Production Sharing 
Contract (PSC) dengan beberapa perusahaan dalam pengelolaan Blok Jabung 
yang dimana PetroChina berperang sebagai operator. Dalam pengelolaan Blok 
Jabung PetroChina, bekerjasama dengan Petronas National Berhad, PP Oil, 
Gas Ltd, dan Pertamina EP. Keempat perusahaan ini membentuk PetroChina 
International Jabung Ltd yang bermarkas di Singapura. Namun, tidak semua 
Blok Jabung dikelola oleh PetroChina, Blok Jambi Selatan (South Jambi “B”) 
yang pengelolaannya oleh perusahaan ConocoPhilips. Pada Blok Jambi 
Selatan PetroChina bekerjasama dengan ConocoPhilips dan Pertamina 
(Yudono, 2009, p. 15). 
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Pada tahun 2002, minyak di wilayah North Betara, khususnya North 
Betara Timur dan Gemah masuk ke produksi. PetroChina kemudian 
diinvestasikan di Betara Gas Fasilitas Pengolahan. Selesai pada tahun 2005, 
untuk memproses cairan gas yang mengalir, fasilitas Betara yang mencakup 
lepas pantai LPG pendinginan dan penyimpanan serta minyak mentah dan 
kondensat terminal. Tujuannya untuk PetroChina dapat mengirimkan produk 
ke pasar domestik dan luar negeri, sehingga dapat memproses hingga 250 juta 
kaki kubik gas mentah, penjualan gas 9.000 barel kondensat dan 1.500 MT 
(Metrik Ton) dari LPG (PetroChina Company in Indonesia).  
Eksplorasi di blok Jabung berlanjut hingga, PetroChina menemukan 
minyak dan gas di berbagai lokasi, seperti Betara Barat pada tahun 2004 dan 
Southwest Betara tahun 2005. Eksplorasi dan penemuan sumur berhasil dibor 
pada tahun 2007, yaitu Lumbung-1, West Betara-5, Merta-1, Suko-1, Panen-1, 
dan Selatan Betara-3. Perusahaan telah mengeksplorasi di daerah tersebut 
dengan total cadangan terbukti 2.206 barel minyak dan kondensat per hari, 
serta 93.800.000 kaki kubik gas per hari. 
Pada tahun 2008, perusahaan juga menemukan kondensat dan gas di 
North Betara Perpanjangan / NBE-1, dengan tingkat total pengujian dari 490 
barel kondensat per hari, dan 11,37 MMSCF gas. Hal ini juga membuat 
penemuan sukses di Marmo-1, yang mengakibatkan laju aliran terbukti 2.835 
barel minyak per hari. Pada tahun 2010, ketika perusahaan berhasil 
menemukan minyak dan gas di Panen Utara-1 dengan laju alir terbukti dari 
3.877 BOPD minyak dan 6,7 MMSCFD gas. Pada tahun yang sama, 
perusahaan juga menemukan Sabar Utara-1 dengan laju alir total terbukti dari 
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365 BPD kondensat dan 5,1 MMSCFD gas. Dari Januari 1997 sampai 
Desember 2014, perusahaan telah membuat blok Jabung dapat memproduksi 
241,3 MBOE minyak, kondensat dan gas karena fasilitas investasi jangka 
panjang PetroChina dan pabrik pengolahan, serta dalam eksplorasi yang 
berkesinambungan untuk sumber hidrokarbon baru. Hingga pada tahun 2014, 
produksi rata-rata blok Jabung berdiri di 56.000 BOEPD (PetroChina 
Company in Indonesia).  
 
    III.3.4 Blok Bangko (Sumatera) 
Blok terakhir adalah Blok Bangko yang meliputi daerah Provinsi 
Jambi dan Sumatera Selatan. Bentuk pengelolaan Blok Bangko adalah PSC 
dan PetroChina mendapatkan kepercayaan sebagai operator blok.  
Dalam penelitian Maisa menjelaskan tentang SK Corporation yang 
dikutip dari website SK Energi yang merupakan perusahaan minyak Korea 
Selatan yang didirikan di tahun 1964 senasib dengan PetroChina yang telah 
mengalami reformasi dalam pengelolaan dengan pemerintah Korea Selatan 
(Yudono, 2009, p. 17). Sementara Elpaso merupakan perusahaan migas 
internasional asal AS yang memfokuskan pada kegiatan eksplorasi dan 
distribusi melalui pipanisasi minyak dan gas. Ketiga perusahaan membentuk 
PetroChina International Bangko Ltd  yang bertanggung jawab atas Blok 
Bangko. Blok Bangko memiliki 2 ladang migas utama yaitu Gambang dan 
Kenong. Ladang migas Gambang di Blok Bangko, menurut PetroChina 
memiliki cadangan gas sebesar 55 miliar standar kaki kubik (BSCF). Pada 
tahun 2003, penemuan minyak dari Piano-1 dan Barat Piano-1 diuji total atas 
1.520 BOPD + 7,7 MMCFGD, mendorong perusahaan untuk mengebor lebih 
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banyak sumur dan mengembangkan Barat Piano. Puncak produksi lapangan 
Piano Barat pernah mencapai lebih dari 1.200 BOPD dari tersier Gumai Pasir 
waduk. Produksi rata-rata Bangko di 2014 adalah 10 BOPD (PetroChina 
Company Limited in Indonesia).  
Sesuai dengan perluasan blok migas di Sumatera baik di Blok Jabung 
maupun Bangko, PetroChina memperluas cakupan operasinya ke Provinsi 
Riau melalui PetroChina Int. Jabung Ltd. Salah satu blok migas yang hendak 
dibeli oleh PetroChina adalah Blok Coastal Plains Pekanbaru (Blok CPP) yang 
dikelola oleh BUMD yaitu PT. Bumi Siap Pusako (BSP). Akan tetapi, tidak 
seperti proses pembelian atau akusisi blok-blok terdahulu, kali ini PetroChina 
mendapat hambatan dari PT. BSP yang mengindikasikan menolak tawaran 
PetroChina dengan alasan nasionalisme.  
Padahal, PetroChina memunjukkan keseriusannya dengan membeli 
Blok CPP dari PT. BSP, PetroChina juga mendatangkan CEO PetroChina Int. 
Ltd ke Indonesia serta melakukan pertemuan dengan Presiden RI dan 
mengutarakan keinginan PetroChina untuk mengakusisi Blok CPP dan Suban-
3 milik ConocoPhilips di Sumatera Selatan. Blok CPP ini sebelum dikelola 
PT. CPP dimiliki oleh Chevron Pasific dengan produksi 60.000 BOEPD, dan 
saat PT. CPP mengambil alih produksi maka perusahaan ini mengalami 
penurunan (Yudono, 2009, pp. 18-19).  
 
 
 
 
73 
 
BAB IV  
STRATEGI DAN DAMPAK EKSPLORASI MIGAS PETROCHINA DI 
INDONESIA 
A. Strategi RRT Melalui PetroChina Dalam Bidang Migas di Indonesia 
Pada bagian ini, akan dijelaskan mengenai strategi PetroChina di 
Indonesia dalam bidang migas yaitu membentuk anak perusahaan baru, 
membangun kemitraan untuk meningkatkan popularitas perusahaan, dan 
mengakomodasi masyarakat lokal. Ketiga strategi ini akan dipaparkan lebih 
terperinci di bawah ini. Namun, penulis akan menjelaskan telebih dahulu 
mengenai latar belakang perusahaan menggunakan strategi tersebut. 
Suatu negara membutuhkan energi untuk dapat menopang 
perekonomian dan keberlangsungan hidup masyarakat, karena peranannya 
yang begitu besar dalam segala bidang kehidupan, maka dari itu energi perlu 
dilihat sebagai suatu hal yang integral dengan kesejahteraan maupun 
ketersediaan produksinya. Mengupayakan ketersediaan akan pasokan energi 
menjadi suatu hal  yang penting demi kelanjutan kelangsungan hidup suatu 
negara.   
Dari semua negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, Indonesia 
menjadi salah satu negara di dunia dengan sumber daya alam yang melimpah. 
Indonesia berada pada posisi yang strategis dalam hal pengembangan industri 
di bidang energi dan memiliki prospek yang besar untuk pengembangan dan 
pemanfaatan energi karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang 
melimpah. Sebagai negara produsen dan konsumen utama energi, RRT 
memiliki kekuatan kompetitif dalam mengelola dan mengoperasikan berbagai 
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proyek di  bidang energi serta berbagai peralatan manufaktur terkait peralatan 
dan  pembiayaan sehingga, RRT memerlukan banyak pasokan energi yang 
lebih banyak untuk menjalankan industri-industrinya.  
Oleh karena itu, Indonesia dan RRT saling melengkapi satu sama lain 
di sektor energi. Memperdalam perdagangan bilateral dan kerjasama investasi 
di sektor energi merupakan hal yang signifikan dan penting bagi kedua negara 
untuk sama-sama mengatasi tantangan yang ditimbulkan krisis keuangan 
internasional dan mempromosikan perkembangan yang intensif baik pada 
sumber daya energi maupun ekonomi. Kedua belah pihak sepakat untuk 
mengintensifkan kerjasama ekonomi dan perdagangan di sektor energi dan 
memperpanjang rantai nilai dalam bidang energi. 
Dalam memenuhi kebutuhan pasokan energi minyak dalam negeri 
yang terus meningkat, RRT melakukan kerjasama energi dengan Indonesia. 
Hal ini terbukti dari terbentuknya Indonesia-China Energy Forum (ICEF) pada 
24 Maret 2002 di Beijing-RRT melalui sebuah Memorandum of 
Understanding (MoU) antara pemerintah Indonesia dan pemerintah RRT. 
ICEF merupakan forum kerjasama energi antara Indonesia dengan RRT yang 
merupakan bagian dari kerjasama bilateral, khususnya terkait dengan 
Kementerian ESDM yang telah dilaksanakan sejak 1991. Fokus forum adalah 
melakukan pertemuan secara berkala yang dihadiri pihak pemerintah dan 
pelaku bisnis masing-masing negara untuk mengidentifikasi peluang-peluang 
kerjasama kedua belah pihak. 
Perkembangan ekonomi RRT berkembang relatif cepat sejak 
berdirinya Republik ini pada tahun 1949. Adanya reformasi ekonomi pada 
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tahun 1978 dibawah pimpinan Deng Xiaoping dan keterbukaannya pada dunia 
luar, menjadikan negara ini memiliki kekuatan ekonomi yang kuat dengan 
ekspansi yang luar biasa dari sektor wiraswasta dan upayanya dalam menarik 
investasi asing (Srikandi, 2014, pp. 02-08). Deng Xiaoping dan para 
pemimpin RRT juga menegaskan  keinginannya untuk menjadikan RRT 
sebagai negara kuat yang memiliki pengaruh besar bagi dunia dan berperan 
penting dalam urusan internasional di masa yang akan datang.  
Kemajuan perekonomian juga didukung oleh kebijakan yang kuat pada 
sektor ekspor dan impor khususnya dibidang energi. Seperti yang dipaparkan 
diatas bahwa dengan meningkatkan produksi energi maka hal ini dapat 
menunjang perekonomian negara, apalagi sebagai negara maju yang memiliki 
industri terkemuka dalam hampir segala bidang sehingga, RRT sudah 
selayaknya mendorong perusahaannya disektor energi menjadi perusahaaan 
yang bertaraf internasional yang dapat bersaing dengan perusahaan energi di 
dunia.  
Dalam rangka menopang pertumbuhan ekonomi ke depan, maka ada 
beberapa strategi yang diterapkan RRT untuk membangun keamanan energi di 
dalam negeri. Salah satunya dengan investasi besar-besaran di proyek 
eksplorasi dan pengembangan diberbagai negara. Untuk tujuan ini, pemerintah 
RRT membuat 3 tahapan atau strategi dalam upaya membangun keamanan 
energi nasional, yaitu: 
1. Membentuk tiga BUMN minyak skala besar pada dekade 1980-
an.  Pertama, The China National Offshore Oil Corporation 
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(CNOOC)  yang didirikan pada tahun 1982 untuk menangani 
bisnis minyak  RRT di lepas pantai. 
2. Membentuk The China National Petrochemical Corporation 
(Sinopec) yang didirikan pada tahun 1983 untuk menangani bisnis  
pengilangan dan pemasaran. 
3. Membentuk The China National Petroleum Corporation (CNPC)  
yang dibentuk dari Kementrian Industri Petroleum tahun 1988, 
dengan tanggung jawab bisnis eksplorasi dan produksi di 
lapangan  onshore dan wilayah-wilayah lepas pantai yang tidak 
terlalu dalam (Srikandi, 2014, p. 03). 
Ketika perhatian negara-negara lain di dunia terfokus pada spekulasi 
invasi AS ke Irak awal tahun 2003, secara diam-diam RRT semakin 
memantapkan pijakannya di Asia Tenggara. Tidak sama halnya dengan AS, 
motif RRT lebih condong pada upaya mengamankan pasokan energi bagi 
perekonomiannya. Tanpa didasari dengan menggarap Asia Tenggara, RRT 
telah melapangkan jalan menuju negara adidaya ekonomi baru. Dengan 
adanya keamanan energi yang solid didalam negeri, semakin sulit 
membendung langkah RRT menjadi perekonomian terbesar di dunia dalam 
beberapa dekade ke depan.  
RRT yang merupakan negara dengan pertumbuhan industrinya sangat 
pesat dan memiliki konsumsi energi untuk sektor industri pada umumnya 
sebesar 1/3 dari total konsumsi energi sebuah negara, namun lain halnya 
dengan RRT yang total konsumsi energi untuk sektor industri yang mencapai 
70% dari total konsumsi energi (Jiahua, 2006, p. 25). Terdapat beberapa faktor 
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lain yang mempengaruhi besarnya permintaan akan energi di RRT. Selain 
karena pertumbuhan ekonomi yang pesat, tingginya permintaan energi di RRT 
juga didorong oleh pertumbuhan populasi, urbanisasi, perkembangan sosial 
dan ekonomi, perkembangan teknologi, serta keterbatasan sumber daya alam 
dan perlindungan lingkungan. 
Besarnya jumlah penduduk RRT menjadi salah satu alasan besarnya 
jumlah permintaan energi RRT. Urbanisasi turut mempengaruhi peningkatan 
konsumsi energi RRT. Penduduk yang melakukan urbanisasi memiliki 
kebutuhan energi yang berbeda dari penduduk yang tinggal di desa karena 
adanya pola konsumsi yang berbeda pula dengan besarnya jumlah penduduk 
dan terus melajunya proses industrialisasi, tidak dapat dipungkiri bahwa RRT 
akan terus mengalami peningkatan permintaan energi. Hal ini tentunya harus 
diatasi melalui strategi dan kebijakan yang tepat. Strategi energi RRT banyak 
dipengaruhi oleh terbatasnya sumber daya alam dan lingkungan. Dengan 
besarnya ketergantungan pada minyak dan adanya peningkatan harga minyak 
dan gas baru-baru ini, keamanan energi terutama minyak menjadi 
permasalahan bagi RRT maupun negara lain (Jiahua, 2006, pp. 10-13). 
Dalam perkembangan ekonomi dunia, kita dapat melihat fenomena 
menarik yaitu semakin berkibarnya MNC yang berasal dari RRT seperti 
CNPC, CNOOC, dan Sinopec. Hal ini disebabkan karena menyadari energi 
khususnya minyak dan gas merupakan energi penggerak perekonomiannya 
terutama sektor industri dan transportasi, maka RRT pun melakukan berbagai 
kebijakan untuk memenuhi kebutuhan energinya. RRT menyadari bahwa 
minyak  menjadi sumber daya alam yang terbatas sehingga RRT mencari 
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sumber daya energi ini melalui ekspansi global. Maka, dapat diketahui bahwa 
kepentingan energi RRT yaitu memastikan kebutuhan minyak tidak menahan 
pertumbuhan ekonomi dan terjaminnya akses energi dalam menghindari 
gejolak sosial dan mencapai kesejahteraan masyarakat RRT. Semenjak 
menjadi net importer minyak 1993, ketergantungan minyak RRT selalu 
mengalami kenaikan mulai dari  6,3%  pada tahun 1993 menjadi 30% pada 
tahun 2000, dan 46% pada tahun 2004 (Wesley, 2007, p. 50). 
Pada era 90-an ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi 
RRT. Kemajuan pesat memicu meningkatnya kebutuhan energi terutama 
minyak dan RRT memasuki babak baru dengan menjadi negara net importir 
pada tahun 1993. Konsumsi energy RRT mencapai 113,200 trillion British 
Thermal Units  (BTU), dimana angka ini mempersentasikan 22% dari 
keseluruhan konsumsi total negara-negara di dunia. RRT merupakan negara 
konsumer batubara dan merupakan satu dari lima negara pengkonsumsi gas 
alam dan minyak bumi terbesar di dunia (Hydrocarbon Technology).  
Padahal semenjak tahun 1959-1992 RRT masih merupakan negara 
eksportir. Status yang berubah menjadi negara importir minyak, mendorong 
RRT untuk mengeluarkan kebijakan energi baru menggantikan kebijakan self 
sufficiency. Kebijakan energi RRT pada dekade 90-an memfokuskan pada 
pemberian kesempatan yang sama untuk eksploitasi dan konservasi energi, 
meningkatkan struktur konsumsi energi dengan meningkatkan penggunaan 
minyak dan gas alam, menempatkan batu bara sebagai sumber energi primer, 
dan rasionalisasi harga energi (Speed). Pemerintah RRT mulai melakukan 
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restrukturisasi dan reformasi BUMN energi agar di masa depan mampu 
menjadi penyuplai handal energi dan memenuhi permintaan energi. 
Dengan terjalinnya hubungan bilateral yang baik antara RRT dengan 
Indonesia sejak masa reformasi, dimana kita dapat melihat berbagai bentuk 
kerjasama antara kedua negara dalam kegiatan ekonomi, baik dalam sektor 
perdagangan, militer, pendidikan, dll. Nilai perdagangan yang  terjadi antar 
kedua negara juga terus berkembang. Hal tersebut mendorong hasrat RRT 
untuk dapat melakukan investasi dan eksplorasi migas dengan Indonesia 
karena melihat respon yang diberikan Indonesia kepada RRT sangatlah 
bersahabat dengan begitu, meningkatkan hubungan kerjasama yang lebih 
intens antara kedua negara dapat dilakukan dengan mudah dan tentu saja 
harapan dari kedua negara melakukan kerjasama untuk mendapatkan 
kepentingan nasionalnya masing-masing.  
Berdasarkan latar belakang mengenai hubungan diplomasi (bilateral) 
antara Indonesia dengan RRT, kepentingan nasional RRT akan sumber daya 
energi migas, kebijakan-kebijakan politik dalam dan luar negeri milik RRT 
yang berperan sebagai home country dan milik Indonesia yang berperan 
sebagai host country, PetroChina sebagai MNC Asia yang membawa 
komitmen perusahaan yang diterjemahkan dalam kebijakan utama (Energize, 
Harmonize, Realize) di samping ketersediaan SDM dalam aspek ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang lebih maju dan modern, serta didukung 
dengan isu-isu internasional dan domestik (intermestik) Indonesia seperti yang 
telah dijelaskan sebelumnya, dan juga faktor-faktor terkait lainnya yang akan 
mewujudkan kerjasama saling menguntungkan. 
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Kepentingan yang ingin dicapai RRT dari kerjasama eksplorasi migas 
melalui PetroChina sebagai MNC yang berstatus BUMN adalah menyangkut 
kepentingan ekonomi, mendapatkan cadangan migas yang dibutuhkan untuk 
menunjang berkembangnya industri-industri sebagai roda perekonomian 
dalam negeri sehingga, kebijakan diatas yang menjadi strategi negara dalam 
hal pertahanan atau keamanan energi. Sedangkan, kepentingan Indonesia 
disini yaitu untuk menemukan dan memproduksi cadangan migas nasional 
yang belum pernah ditemukan sebelumnya karena keterbatasan modal, 
teknologi, dan SDM yang minim sehingga, membutuhkan investor asing 
untuk melakukan eksplorasi didalam negeri agar ketersediaan energi domestik 
tidak menurun sehingga mengurangi ketergantungan impor Indonesia dan 
Indonesia kembali bisa menjadi negara net eksportir migas. 
Dalam mencapai kepentingan tersebut, pemerintah RRT terus 
melakukan langkah-langkah maju dalam kebijakan energinya, terutama dalam 
strategi pemenuhan kebutuhan energi nasionalnya. Pemerintah RRT terus 
mendorong BUMN energi minyak dan gas bumi yang ada untuk melakukan 
melakukan  investasi ke luar negeri, serta menjadi aktor utama dalam industri 
migas internasional. Kejelasan strategi jangka panjang dari pemerintah RRT 
dalam   usaha pemenuhan kebutuhan minyak dan gas ini, nampak dari 
kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan sejak tahun 2001 dalam White 
Paper On   Energy seperti kebijakan Strategy Petroleum Reserves, kebijakan 
Going Out Policy, kebijakan Loan for Oil Policy, kebijakan Transnational Oil 
Pipeline, dan kebijakan Foreign Direct Investment (Hartanto, 2013, p. 03). 
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Kebijakan energi pada tahun 1991-2001 memperlihatkan terjadinya 
pergeseran tujuan dari fokus pembangunan sektor energi RRT.  
Pergeseran terjadi dari tujuan negara yang mengelola sektor migas 
untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri tanpa melakukan ekspansi atau 
bekerjasama dengan luar negeri menjadi aktif melakukan kerjasama dengan 
pihak asing dan berinvestasi ke luar negeri termasuk Indonesia. Pemerintah 
RRT pun memutuskan terhadap modal asing yang masuk dalam sektor energi. 
Proses peralihan kebijakan energi dan reformasi BUMN energi yang berjalan 
bertahap dan relatif tanpa hambatan, secara umum RRT tidak mengalami 
gejolak dalam perekonomian saat RRT menjadi negara importir migas dari 
perubahan kebijakan nasional. 
 Padahal, dalam periode ini pula RRT melakukan reformasi birokrasi 
terutama dalam bidang perekonomian seperti perampingan kementerian yang 
dirasa tidak maksimal dan pembentukan kementerian baru maupun BUMN-
BUMN baru seperti PetroChina, China Railway Material, Sinochem, dll. 
Namun RRT mampu melewati turning point dalam industri energi yang 
menjadi penopang perekonomiannya (Wallander, 2007). 
Jadi, tujuan utama dari kebijakan energi RRT terhadap pemenuhan 
kebutuhan dalam negeri dan terbuka akan investasi dari luar negeri diturunkan 
dalam enam kebijakan. Pertama, memprioritaskan pada penghematan energi 
dengan membuat konservasi SDA. Kedua, untuk memenuhi kebutuhan energi 
dan RRT berstandar SDA domestik. Ketiga, mendorong penggunaan berbagai 
macam energi seperti energi listrik, nuklir, dan gas. Keempat, peningkatan 
dalam science dan teknologi dalam menghasilkan inovasi dalam bidag energi. 
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Kelima, memberikan perlindungan lingkungan dan Keenam ialah mendorong 
kerjasama saling menguntungkan antara perusahaan luar negeri dan dalam 
negeri (White Paper On Energy, pp. 06-07). 
Dalam mewujudkan kebijakan energi tersebut, RRT memakai 
perusahaan energinya yang berstatus BUMN untuk dikembangkan menjadi 
MNC yang dapat berkompetitif dengan industri energi internasional lainnya. 
Salah satu perusahaan terbesar yang dikembangkan ialah CNPC sebagai 
perusahaan raksasa minyak dan kimia di RRT yang berada pada naungan 
investasi negara. Perusahaan ini, kemudian dijadikan sebagai satu-satunya 
sponsor dan pengendali saham-saham PetroChina karena PetroChina masuk 
dalam group dan menjadi anak perusahaan dari CNPC. Berangkat dari 
komitmen perusahaan maka tujuan PetroChina adalah menjadi Multinational 
Corporation (MNC) energi yang terkemuka di dunia.  Agar dapat mencapai 
tujuan tersebut maka PetroChina telah memiliki sasaran yang hendak dicapai. 
PetroChina membagi dua sasaran atau tahapan.  
Tahap pertama, selama pembangunan lima tahun ke-11 dari tahun 
2006-2011, perusahaan akan memfokuskan di bisnis inti perusahaan yaitu 
produksi dan distribusi migas, kemudian secara berkesinambungan melakukan 
inovasi dalam industri migas internasional, menjaga peran perusahaan sebagai 
kekuatan ekonomi di RRT.  
Tahap kedua adalah pada tahun 2020, perusahaan akan semakin 
mengkonsolidasikan perannya sebagai kekuatan ekonomi di RRT, melakukan 
lompatan dalam bisnis internasional, mempromosikan peringkat perusahaan di 
jajaran perusahaan minyak internasional, peningkatan keuntungan dan 
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mendapatkan nilai investasinya sesuai dengan standar internasional industri 
migas. Dalam usahanya mencapai sasaran perusahaan di tahun 2020, 
PetroChina memiliki strategi pengembangan yang terbagi menjadi 3 bagian 
yaitu strategi dibidang market, resource (sumber daya), dan 
internationalization (Limited, PetroChina Company).  
Strategi di bidang sumber daya berdasar pada maximization, 
diversifikasi dan secara teratur mengganti sumber daya hydrocarbon dengan 
menaati prinsip-prinsip kesetaraan penggunaan minyak dan gas. Perusahaan 
akan berjuang meningkatkan eksplorasi sumber daya domestik, meningkatkan 
akusisi sumber daya di luar negeri, memperluas eksplorasi di lepas pantai, 
meningkatkan strategi reserve (cadangan) dan mengembangkan energi 
substitusi untuk mencapai pertumbuhan produksi migas yang cepat dan pesat. 
Perusahaan berusaha mencapai terobosan dalam sumber daya energi, 
mengkonsolidasikan peran perusahaan dalam kegiatan upstream di RRT dan 
memperkuat fondasi untuk pengembangan perusahaan yang berkelanjutan.  
Strategi RRT melalui PetroChina dalam Bidang Migas di Indonesia 
khususnya pada kegiatan upstream (hulu) ada tiga yaitu Pertama, dalam 
langkah efisiensinya di pasar Indonesia, perusahaan ini melakukan kerjasama 
dengan Pertamina perusahaan migas nasional Indonesia untuk membentuk 
anak perusahaan baru yang mengatasnamakan kedua perusahaan maka 
melalui kerjasamanya, tujuannya untuk mengembangkan produksi melalui 
eksplorasi ke beberapa blok kemudian di distrubusikan ke negara RRT 
maupun negara lain. Selain itu, PetroChina juga mengoptimalkan penyebaran 
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kapasitasnya dibuktikan dengan keinginan PetroChina dalam membeli blok-
blok baru di Indonesia. 
Strategi kedua di bidang resource (sumber daya), perusahaan ini 
memberikan ladang pekerjaan bagi masyarakat yang ada di daerah tempat 
PetroChina beroperasi di Indonesia. Berbagai kontribusi yang dilakukan oleh 
perusahaan untuk menunjang sumber daya manusia yang ada di Indonesia 
dengan tujuan mengoptimalkan sumber daya lokal yang ada dan 
menunjukkan sikap kepedulian lingkungan. PetroChina dari tahun 2002 
sampai 2012, proyek-proyeknya di Indonesia telah memberikan lebih dari 
3.300 langsung dan hampir 5.000 kesempatan kerja tidak langsung bagi 
masyarakat lokal (CNPC). 
Strategi ketiga di bidang internalization, Perusahaan memperkuat 
kerjasama internasional dengan membangun kemitraan dengan perusahaan 
migas asing lainnya dalam proses eksplorasinya mengembangkan migas di 
Indonesia untuk meningkatkan popularitas perusahaan. Ketiga strategi yang 
dilakukan oleh PetroChin ini bertujuan untuk membangun PetroChina 
sebagai Multinational Corporation (MNC) dengan daya saing tinggi yang 
menggunakan prinsip-prinsip aktif, arif, saling menguntungkan dan konsep 
“incoming” dan “outgoing”. 
Ketiga strategi tersebut juga dijalankan dengan tiga komitmen 
perusahaan PetroChina yaitu energize, harmonize, dan realize. Energize 
bermaksud bahwa perusahaan dapat menghasilkan energi dengan selalu 
berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan, menyangkut tentang 
kesejahteraan masyarakat, harmonize bermaksud bahwa perusahaan harus 
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mempertahankan kelangsungan bisnis jangka panjang dengan seimbang dan 
teratur dan hubungan yang bersahabat dengan para stakeholder migas dalam 
negeri, dan realize bahwa dengan kehadiran perusahaan dapat dirasakan oleh 
berbagai pihak dan membawa perusahaan mencapai tujuannya.  
Pada tahun 2008, PetroChina mengalami perkembangan signifikan dari 
manajemen dengan memfokuskan pengembangan sistem internal kontrol dan 
peningkatan proses manajemen bisnis, menekankan dalam pencegahan resiko 
dan menerapkannya dalam operasional perusahaan. Pembentukan dan 
pengembangan sistem internal kontrol mendorong PetroChina membuat 
badan pembuat keputusan untuk internal kontrol dan manajemen resiko yang 
dipimpin oleh presiden PetroChina dan Chief Financial Officier (CEO) 
(Limited, PetroChina Company).  
Jadi, pada dasarnya hubungan bilateral yang dilakukan oleh suatu 
negara ialah untuk mendapatkan kepentingan nasionalnya yang tidak bisa 
dipenuhi sendiri dalam negeri sehingga, melalui interaksi dan kerjasama 
bilateral dengan negara lain maka akan memudahkan negara untuk 
mendapatkan kepentingan nasionalnya. Hubungan bilateral dapat dikatakan 
berhasil apabila kedua bela pihak mendapatkan keuntungan atau 
kepentingannya masing-masing.  
Dalam kasus ini, hubungan bilateral antara Indonesia-Tiongkok bisa 
dikatakan bahwa kedua negara menjalin kerjasama mutualisme dibuktikan 
dari pasca runtuhnya rezim Orde Baru yang pada saat itu dipimpim oleh 
Soeharto (Presiden  Indonesia  ke-2), menunjukkan peningkatan yang cukup 
signifikan, khususnya pada masa kepemimpinan K.H Abdurrahman Wahid 
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(Presiden Indonesia ke-4) dan Megawati Soekarno Putri (Presiden Indonesia 
ke-5) sampai saat ini kedua negara masih menjalin hubungan harmonis yang 
diwujudkan dalam bentuk kerjasama.  Hubungan  bilateral  dari kedua negara 
tersebut dapat dibuktikan bahwa hingga saat ini kedua negara masih 
bersahabat dalam kegiatan perdagangan atau sektor ekonomi. 
 Kepentingan suatu negara pun dapat dilihat dari apa yang menjadi 
kebutuhan dari negara tersebut baik yang berkaitan atas kebutuhan tertentu 
maupun kebutuhan di masa yang akan datang atau yang bersifat jangka 
panjang. Sehingga, hubungan bilateral Indonesia dan RRT tidak terlepas dari 
kepentingan nasional.  
Salah satu kepentingan nasional RRT ialah untuk menjaga kestabilan 
perekonomiannya yang harus ditempuh melalui pencapaian keamanan energi 
dan pada studi kasus ini sebagai bukti dari strategi RRT mencapai 
kepentingan ekonomi dalam mendapatkan pasokan energi untuk menuju 
pencapain kemanan energinya melalui perusahaan yang berstatus BUMN 
yaitu PetroChina untuk melakukan ekpansi ke luar negeri dan salah satunya 
dengan investasi dan eksplorasi migas di Indonesia begitu pula sebaliknya 
Indonesia menerima kerjasama ini karena adanya kepentingan yang sama 
dengan RRT untuk memenuhi kebutuhan energi domestik yang tidak dapat 
diekpslorasi karena keterbatasan modal, teknologi, dan kompentensi SDM.  
B. Dampak Eksplorasi Migas PetroChina Terhadap Ketahanan Energi 
Indonesia 
Dampak Eksplorasi Migas PetroChina dianalisis dengan menggunakan 
konsep ketahanan energi yang terdiri dari tiga indikator yakni affordable, 
87 
 
reliable, dan accessible. Ketiga indikator ini sebagai acuan dalam melihat 
dampak eksplorasi PetroChina selama beroperasi di Indonesia. Jika 
disimpulkan dari ketiga indikator diatas, dimaksudkan bahwa ketahanan 
energi sebagai kondisi terjaminnya ketersediaan energi serta akses 
masyarakat terhadap energi yang terjangkau melalui suatu bauran energi 
yang sehat dan berkelanjutan.  
Dalam konteks Hubungan Internasional, permasalahan kebutuhan 
energi dan penyediaan sumber energi memiliki hubungan keterkaitan yang 
sangat kompleks. Bentuk hubungan keterkaitan yang sangat kompleks 
tersebut berupa bentuk-bentuk hubungan yang terbangun antar aktor negara 
atau non-negara yang sangat dipengaruhi oleh faktor sumber daya energi, 
distribusi dan harga pasar sumber daya. Faktor sumber daya energi menjadi 
salah satu variabel yang  sangat vital dalam konteks keamanan internasional 
karena kemampuan antar  aktor negara atau non-negara dalam memproduksi, 
mengolah sumber daya energi dan mencari sumber energi tidak bisa 
seimbang dengan  jumlah  konsumsi  pemakaian sumber energi  di seluruh  
dunia. 
Indonesia sebagai negara dengan jumlah populasi terbesar ke-4 di dunia 
setelah RRT, India, dan Amerika Serikat, sedang membangun kekuatan 
ekonominya. Besarnya jumlah penduduk sangat berpengaruh kepada jumlah  
tingkat konsumsi energi. Proyeksi permintaan energi di Indonesia pada tahun 
2002-2030 diprediksi akan meningkat sebesar 2,9% dengan pemakaian 
energi terbesar pada sektor industri 40%, perumahan 29%, transportasi 28% 
dan komersial 3% (APEC, 2006, p. 31) Dimana hal ini tentu saja akan 
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memerlukan semakin banyak energi untuk menjalankan infrastruktur dalam 
negera karena berbagai aktifitas manusia sangat tergantung terhadap 
ketersediaan sumber daya energi, yaitu untuk keperluan transportasi, 
mendukung administrasi perkantoran, perhotelan, mendukung keperluan 
pendidikan, mendukung jalannya administrasi pemerintahan, penggerak 
mesin-mesin di industri, dan pemenuhan bahan baku industri.  
Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki berbagai macam 
sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk energi. Minyak bumi dan 
gas alam merupakan sumber daya yang habis dan tidak bisa terbaharui yang 
sejak zaman pendudukan Belanda telah dieksploitasi. Dengan pengurasan 
yang telah berlangsung hingga 80 tahun lamanya, maka energi fosil yang 
dimiliki Indonesia pun mulai mengalami penurunan produksi. 
Namun, dalam perkembangannya pada sektor energi Indonesia 
mengalami kekurangan dan harus mengimpor minyak bumi (net importer 
oil). Cadangan minyak di Indonesia pada tahun 1960-an terbilang masih 
cukup besar. Pada tahun 1967, Indonesia masih mengalami surplus dalam 
produksi (total produksi 486.000 barel per hari dan total konsumsi 122.000 
barel per hari sama dengan surplus 364.000 barel per hari), hasil dari surplus 
oleh pemerintah Indonesia saat itu diekspor (Fadlie, 2014, p. 02).  Hal ini 
yang menjadikan Indonesia tergabung dalam OPEC. 
Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menunjukkan 
respon positif terutama dalam pendapatan domestik bruto, timbul suatu 
masalah yaitu ketika produksi sumber minyak di Indonesia mengalami 
penurunan yang tercatat pada tahun 1989-2000 dikarenakan eksploitasi besar-
89 
 
besaran demi mengejar target ekspor pada saat masih menjadi anggota 
OPEC. Sementara itu pada tahun 2002-2003 produksi dan konsumsi minyak 
bumi mencapai suatu titik keseimbangan, dimana antara produksi dan 
konsumsi sama besarnya. Namun, setelah itu terjadi kenaikan konsumsi yang 
cukup besar diikuti dengan penurunan produksi yang signifikan. Hal ini 
menyebabkan Indonesia mulai menjadi negara net oil importer sejak tahun 
2003.  
Sektor pertambangan berbeda dengan sektor industri lainnya, sebab 
sektor ini membutuhkan modal dan resiko yang sangat besar, proses 
eksplorasi yang cukup panjang, teknologi yang tinggi serta sumber daya 
manusia yang kompeten. Oleh  karena  itu,  perusahaan  migas  dalam  negeri  
Indonesia  belum  banyak  yang berani  mengambil  langkah  untuk  maju  
dalam  industri  ini. Lain halnya dengan perusahaan migas asing yang telah 
memiliki  pengalaman serta modal yang banyak. Perusahaan multinasional 
ini bahkan mengklaim dirinya dapat menaikkan pendapatan nasional dengan 
meningkatkan  produksi  serta  dapat  mengedukasi tenaga kerja Indonesia 
(Khong, 1986, p. 91). 
 Namun, kenyataannya perusahaan migas ini tidak melakukan transfer 
teknologi kepada Indonesia yang menyebabkan pengelolaan migas masih 
dikuasai asing (Khong, 1986, p. 93). Akhirnya, produksi migas tidak 
terkontrol dengan baik. Oleh karenanya, untuk menutupi kekurangan pasokan 
ini, Indonesia harus mengimpor minyak dari negara lain.   
Maka dari itu, setiap negara memerlukan kebijakan energi nasional 
untuk mengatur dan menjamin ketahanan energi dalam mengatasi terjadinya 
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kondisi krisis dan darurat energi baik yang disebabkan oleh alam ataupun 
stabilitas kondisi geopolitik dunia karena tanpa ketahanan energi yang baik, 
pertumbuhan ekonomi bahkan ketahanan nasional pun dapat terganggu. 
Indonesia telah memiliki ketergantungan terhadap sumber energi 
minyak sejak lama. Hal ini membuat minyak menjadi sektor kunci dalam 
perekonomian Indonesia khususnya di bidang transportasi, petrokimia, dan 
industri lain. Kelangkaan minyak maupun kenaikan harga minyak dapat 
menempatkan negara ini dalam keadaan krisis. Oleh karena itu, ketika 
kebutuhan minyak terus meningkat dan pasokan minyak domestik tidak 
mencukupi, Indonesia harus mengimpor minyak. Pilihan ini tidak dapat 
ditawar, walaupun negara harus mengeluarkan biaya yang cukup besar.  
Hal ini dikarenakan sejak lama Indonesia tidak memanfaatkan sumber 
energi lain sehingga proses konversi energi ke jenis energi lain berjalan 
sangat lambat. Selain itu, tidak semua kilang Indonesia dapat memproses 
minyak mentah Indonesia. Bila Indonesia tidak membangun kilang minyak 
yang khusus memproses jenis minyak mentah dalam negeri serta tidak 
berusaha menemukan cadangan baru maka impor minyak dari luar negeri 
akan sulit berkurang. 
Ketergantungan Indonesia akan sumber energi minyak yang begitu 
besar, bahkan ketergantungannya terhadap impor minyak menjadikan negara 
ini sangat rapuh terhadap hempasan krisis energi maupun serangan non-
militer melalui blokade energi. Ketergantungan Indonesia akan impor minyak 
Indonesia akan berujung pada keadaan pasokan energi berada pada posisi 
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yang tidak aman. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka, inilah yang 
menjadi alasan pemerintah membuka diri terhadap perusahaan asing untuk 
berinvestasi dalam negeri Indonesia khususnya bagi perusahaan energi 
migas.  
Perusahaan migas asing merupakan suatu entitas ekonomi yang sangat 
besar dalam dunia Internasional. Aktivitas mereka tersebar ke berbagai 
negara di dunia. Perusahaan migas asing hadir di Indonesia ketika masa 
pendudukan Belanda. Kehadiran mereka didasari oleh motif untuk 
mendapatkan keuntungan sebanyak banyaknya. Minyak dan gas alam yang 
dihasilkan oleh perusahaan migas asing dikirimkan kembali ke negara asal 
perusahaan ataupun dijual kepada pembeli dengan penawaran tertinggi. Di 
masa pemerintah Belanda sistem yang digunakan adalah sistem konsensi 
paling lama 75 tahun dalam mengolah minyak bumi dan gas alam (Keliat, 
2006, p. 14).  
Awal pasca kemerdekaan, pemerintah Indonesia yang baru terbentuk 
memandang perlu untuk membahas kehadiran perusahaan migas asing ini. 
Terdapat dua pendapat yaitu menasionalisasikan seluruh perusahaan migas 
asing yang ada di Indonesia atau merubah peraturan lama Hindia Belanda 
menjadi peraturan yang dapat menguntungkan Indonesia. Mengubah sistem 
konsensi menjadi sistem kontrak dengan memperkenalkan Production Sharing 
Contract  (PSC). Opsi untuk menasionalisasi perusahaan migas asing disaat itu 
dirasa sangat susah untuk dilakukan dikarenakan Indonesia yang baru 
terbentuk tidak  memiliki modal yang besar dan tenaga ahli untuk mengelola 
sektor migas ini. Terhitung sejak konsep PSC diberlakukan, perusahaan migas 
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asing pun dianggap sebagai kontraktor dalam mengelola minyak dan gas 
Indonesia. Tiap tahunnya perusahaan migas asing ini harus mengeluarkan 
rencana kerja yang kemudian akan disetujui oleh SKK Migas (Satuan Kerja 
Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas).  
Undang-Undang Migas Nomor 22 tahun 2001, menjelaskan kegiatan 
produksi upstream (hulu) yaitu eksplorasi dan eksploitasi serta kegiatan 
downstream (hilir) yaitu kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, 
penyimpanan, atau niaga (RI, 2001, p. 02). Pemerintah memiliki fungsi 
sebagai pengawas dikedua kegiatan produksi, wakil pemerintah dalam 
kegiatan upstream adalah BP Migas dan BPH Migas untuk kegiatan 
downstream. UU Migas tahumn 2001 ini, membawa konsekuensi dimulainya 
generasi baru kontrak bagi hasil di mana pihak yang mewakili pemerintah 
sebagai pemegang kuasa pertambangan tidak lagi Pertamina tetapi kepada 
Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu minyak dan gas bumi (BP Migas) 
untuk sektor kegiatan hulu dan untuk sektor kegiatan hilir wewenang berada 
di Badan Pengatur Kegiatan Usaha Hilir (BPH Migas). 
Pertamina dengan lahirnya UU No.22/2001 ini adalah sebagai BUMN 
yang posisinya sama dengan kontraktor asing maupun domestik dalam 
kegiatan industri migas di Indonesia. Kebijakan deregulasi sektor migas dan 
demonopoli pemasaran BBM ini membuka kesempatan bagi perusahaan 
internasional  seperti PetroChina dalam hal kemudahan akses berinvestasi. Hal 
ini dikarenakan beralihnya pemegang otoritas dari Pertamina ke pemerintah 
melalui BP Migas dan BPH Migas mendorong efektifitas investasi dan 
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pemasaran migas di Indonesia dan proses menjadi lebih cepat dan mudah. 
(Hartanto, 2013, p. 04) 
Kerjasama PetroChina dengan Indonesia dibidang energi minyak dan 
gas bumi selanjutnya terangkum dalam kesepakatan kontrak kerjasama PSC  
(Production Sharing Contract) dan JOB (Joint Operational Body), dengan   
Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh BP Migas dan juga mitra lokal 
seperti Pertamina EP. Seperti yang telah dipaparkan diatas bahwa PSC 
merupakan perjanjian antara perusahaan kontraktor dengan Pemerintah 
Indonesia (BP Migas) untuk pengusahaan sebuah wilayah kerja minyak dan 
gas bumi, wilayah kerja tersebut berupa wilayah eksplorasi yaitu sebuah 
wilayah yang belum terbukti berproduksi.  
Terdapat kesamaan dengan bentuk kerjasama JOB, yaitu kesamaan 
dalam mitra perusahaan (Pertamina) dan kesamaan dalam terbentuknya anak 
perusahaan baru seperti PetroChina International Jabung dan PetroChina 
Salawati Company. Perbedaannya adalah jika dalam kerjasama JOB posisi 
anak perusahaan berada dibawah naungan Pertamina dan PetroChina, maka 
dalam kerjasama PSC ini kedua anak perusahaan berada dibawah naungan 
grup PetroChina International Indonesia Ltd. Dalam penerapan JOB, 
Pertamina membentuk perusahaan joint venture dengan kontraktor untuk 
mengelola wilayah kerja ladang migas dengan anggota yang berasal dari 
kedua belah pihak. Jadi, dalam kasus PetroChina di Indonesia ini 
menggunakan alur vertical integration backward. 
Pengertian vertical integration backward adalah usaha perluasan 
jangkauan usaha atau aktivitas perusahaan lebih dekat kepada sumber daya 
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alam atau bahan baku untuk keperluan produksi (Thompson, Strickland, & 
Gamble, 2007, pp. 171-172). Karakteristik dari vertical integration backward 
ini adalah aktivitas perusahaan difokuskan dekat dengan sumber daya atau 
bahan baku produksi dan tidak memfokuskan dalam hal pemasaran atau 
mendekatkan perusahaan ke konsumen. 
Alur vertical integration backward PetroChina tampak dari jaringan 
perusahaan yaitu mulai dari PetroChina International Company Ltd sebagai 
perusahaan induk, PetroChina International Indonesia Ltd sebagai wakil 
perusahaan di Indonesia, PetroChina International Jabung Ltd sebagai sub 
perusahaan dalam kerjasama PSC di blok Jabung Sumatera, Pertamina-
PetroChina East Java Ltd sebagai sub perusahaan dalam kerjasama JOB di 
blok Tuban Jawa Timur, PetroChina Salawati Company sebagai sub 
perusahaan dalam kerjasama PSC di blok Salawati (Kepala Burung) Papua, 
dan PetroChina-Pertamina Salawati Island dalam kerjasama JOB di blok 
Salawati (Pulau) Papua serta PetroChina International Bangko Ltd sebagai sub 
perusahaan dalam kerjasama PSC di blok Bangko Sumatera. Penerapan 
vertical integration backward ini juga terlihat dalam fokus investasi 
PetroChina di Indonesia dimana perusahaan memiliki 3 ladang dan kilang 
migas serta memiliki armada distribusi minyak dan gas ke negara tujuan 
ekspor seperti Thailand, Australia dan Singapore. 
Indonesia merupakan negara berdaulat yang seharusnya lebih mampu 
menerapkan sovereign power dalam berinteraksi dengan perusahaan migas 
asing sehingga, dengan demikian dapat menjamin ketahanan energi nasional.  
Indonesia pun tak seharusnya melihat migas sebagai komoditas semata, 
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melainkan juga sebagai sesuatu yang strategis karena migas menggerakan 
hampir seluruh roda perekonomian dan kehidupan. Penguasaan pihak asing 
atas elemen dasar dari perekonomian Indonesia merupakan suatu kelemahan 
bagi Indonesia secara sistemik dalam bidang ketersediaan energi. Perusahaan 
migas seharusnya dapat menjadi partner dalam menemukan cadangan migas 
baru maupun memproduksi migas untuk kebutuhan energi domestik di negara 
tempat mereka beroperasi. 
Namun, yang terjadi adalah kehadiran perusahaan migas asing ini 
malah mengancam ketahanan energi Indonesia. Dengan pengurasan yang 
terjadi sejak dulu dan produksi yang bertujuan ekspor, peranan perusahaan 
migas asing menjadi sangat minim bahkan dapat mengancam terjaminnya 
ketersediaan energi Indonesia.  
Sangat ironis melihat negara yang memiliki cadangan minyak yang 
tidak cukup banyak harus terus dikuras oleh perusahaan migas asing yang 
hasil produksinya malah sebagian besar diekspor. Hal yang sama terjadi 
dengan migas Indonesia, PetroChina bukanlah satu-satunya perusahaan migas 
yang berinvestasi dan beroperasi di Indonesia untuk mendapatkan kilang-
kilang sumber energi namun, ada perusahaan asing lain yang juga menjadi 
distributor migas melalui pengoperasiannya di beberapa wilayah di Indonesia, 
perusahaan-perusahaan tersebut seperti Chevron, Total E&P, Conoco Philip, 
British Petroleum, Medco Energy, CNOOC, Kodeco Energy, dll.  
Pada Februari, 2013 seorang pengamat ekonomi Indonesia yaitu Ikhsan 
Nurdin Nursi mengatakan bahwa 95% sektor minyak dan gas bumi Indonesia 
dikuasai oleh korporasi asing (Indonesia Social Justice Network, 2013, p. 11). 
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Dominasi mereka dibidang hulu migas sangat berpengaruh terhadap 
ketersediaan energi Indonesia dan hasil dari produksi mereka kebanyakan di 
ekspor ke negara lain sehingga, Indonesia sendiri harus mengimpor kembali.  
Kehadiran PetroChina di Indonesia, memberikan dampak terhadap 
ketersediaan cadangan migas dimana sejak PetroChina beroperasi pada tahun 
2002 di dalam kegiatan upstream (hulu) Indonesia yaitu eksplorasi, tidak 
dapat dipungkiri bahwa PetroChina berhasil menggandakan produksi dari 
46.000 BOEPD (barrels of oil equivalent per day) ke 90.000 BOEPD. Tidak 
berhenti di empat blok saja, pada tahun 2003 PetroChina menawarkan 
investasi ke Indonesia untuk mengembangkan 10 blok minyak dan gas. Ini 
bertanda bahwa kinerja PetroChina tentu membuahkan hasil yang membawa 
keuntungan bagi Indonesia dari segi pajak dan produksi migas. 
Namun, sayangnya sebagian besar hasil produksinya di jual ke penawar 
tertinggi yang seringkali berada di luar negeri, hal ini dibuktikan ketika 
PetroChina berhasil menggadakan produksi minyak di Indonesia, perusahaan 
bahkan menjadi salah satu distributor penting bagi kebutuhan gas di 
Singapore. Hal ini tentu saja karena Singapore sebagai negara yang lebih maju 
dibanding Indonesia dapat menawarkan harga yang lebih tinggi kepada 
perusahaan untuk membeli hasil dari eksplorasi migasnya di Indonesia.  
Indonesia dari sisi pendapatan antara tahun 2002-2007, pendapatan 
pemerintah meningkat dari $200 juta ke $1 milyar dikarenakan sisi produksi 
migas juga ikut meningkat (Yudono, 2009, p. 41). Migas memang merupakan 
roda bagi pertumbuhan ekonomi karena segala aktivitas kehidupan warga 
negara baik dalam bidang industri maupun aktivitas sehari-hari membutuhkan 
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migas. Sehingga, apabila pasokan energi nasional dapat meningkat dan 
kebutuhan energi domestik terpenuhi maka pertumbuhan ekonomi juga akan 
meningkat melalui proses industri. 
Tiga aspek dalam mengukur ketahanan energi negara seperti yang 
dipaparkan pada BAB II, ketiga indikator tersebut ialah pertama 
affordable/competitive supply dimana negara memiliki kemampuan dalam 
menyediakan pasokan dan permintaan energi domestik maupun intermestik 
kedua, reliable yaitu negara terpercaya dalam memenuhi permintaan energi 
domestik maupun intermestik dalam jangka panjang dan ketiga ialah 
accessible yaitu energi yang diproduksi dapat diakses oleh berbagai pihak. 
Dengan mengukur ketahanan energi Indonesia dari ketiga indikator diatas, 
maka Indonesia sudah tidak lagi diragukan, dapat dilihat dari posisi Indonesia 
sebagai salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki sumber daya alam 
yang melimpah, Indonesia mampu membuktikan pada tahun 1962 bergabung 
dalam keanggotaan OPEC dan menjadi net exporter minyak. Hal ini 
menandakan bahwa sejak abad 90-an, Indonesia melalui Kementerian ESDM 
dapat mengelola SDA khususnya migas secara maksimal, sehingga produksi 
dan konsumsi migas domestik dapat terkontrol dengan pengawasan yang ketat 
oleh pemerintah. 
Namun, sejak dikeluarkan kebijakan energi melalui UU Migas 
No.22/2001 yang membuka kesempatan kepada perusahaan migas 
internasional seperti PetroChina untuk masuk ke industri migas nasional dan 
bergerak dibidang hulu maupun hiilir. Maka terjadilah implikasi dari 
pergeseran peran pemerintah dan BUMN (Pertamina) dengan ketidakjelasan 
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dalam tujuan kebijakan energi nasional yang tidak efektif dan efesiennya 
kinerja Pertamina sebagai suatu perusahaan dimana pemerintah mengandalkan 
Pertamina sebagai pembuat solusi masalah ketersediaan migas nasional. 
Faktanya kita lihat pada grafik diatas dimana hanya 17% saja peran Pertamina 
dalam produksi migas di Indonesia. Keterlibatan Pertamina kembali dalam 
pengelolaan migas ini memang perlu didorong sebab, akan lebih mudah 
mengatur arus hasil minyak dan gas jika diambil alih oleh Pertamina. Jika 
dikelola oleh asing, maka pemerintah tidak punya wewenang untuk 
menentukan pemanfaatan hasil minyak dan gas yang menjadi wilayah asing. 
Namun, keterlibatan Pertamina ini perlu diiringi dengan pengawasan yang 
ketat. 
Interaksi yang dibangun oleh RRT dengan Indonesia melalui 
PetroChina bermotif pada pencapaian keinginan atau kepentingan sektor 
energi. Dampak PetroChina terhadap produksi energi minyak Indonesia hanya 
mencapai 2% dan 3% atas produksi energi gas, dibandingkan dengan 
perusahaan migas lainnya. Akan tetapi, implikasi perusahaan tetap berdampak 
pada indikator ketahanan energi Indonesia yaitu meminimalirkan kemampuan 
Indonesia dalam penyediaan energi domestik apalagi intermestik karena sejak 
perusahaan migas asing masuk di Indonesia, justru menjadikan negara ini 
semakin bergantung pada impor minyak karena hasil produksi PetroChina 
hanya sedikit yang dipasarkan ke Indonesia untuk memenuhi kebutuhan migas 
domestik, melainkan condong dikirim ke negara perusahaan dalam hal ini 
RRT dan juga ke negara lain yang penawarannya lebih tinggi, kemudiaan 
perusahaan asing termasuk PetroChina mengikis kepercayaan negara lain 
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terhadap Indonesia dalam hal penyediaan cadangan energi domestik maupun 
intermestik serta. 
Berdasarkan grafik produksi dan konsumsi minyak Indonesia pada 
tahun 2002 sampai 2014 yang mengalami penurunan produksi dan 
peningkatan konsumsi, padahal PetroChina maupun perusahaan asing lainnya 
telah banyak mengeksplorasi kilang-kilang migas dibeberapa daerah dan 
bahkan keberadaan PetroChina telah meningkatkan produksi migas maka dari 
itu, PetroChina mempengaruhi affordable terhadap migas Indonesia yang akan 
melumpuhkan kemampuan Indonesia sebagai produser atas permintaan energi 
domestik dan intermestik, sehingga hal ini juga akan membawa pengaruh 
reliable terhadap migas Indonesia dimata dunia internasional karena dengan 
hadirnya PetroChina akan mengalihkan kepercayaan negara lain terhadap 
Indonesia sebagai produser energi yang dapat diandalkan persediaan 
energinya untuk memenuhi permintaan energi dari negara-negara maju, 
dengan demikian mata dunia internasional akan tertuju kepada RRT sebagai 
home country dari PetroChina, dan sekalipun PetroChina ini mampu 
meningkatkan produksi migas Indonesia akan tetapi, sumber cadangan migas 
hasil dari eksplorasi PetroChina ini akan lebih dikuasai oleh perusahaan dan 
dimanfaatkan untuk keperluan migas RRT. Padahal, produksi migas yang 
diperoleh PetroChina atas hasil investasinya di Indonesia sedangkan Indonesia 
yang menjadi pemilik atas cadangan energi tersebut nantinya akan kembali 
mengimpor migas dari RRT. Pada akhirnya, accessable terhadap migas 
Indonesia akan dibatasi oleh pemerintah untuk menghindari semakin tingginya 
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ketergantungan import, sehingga masyarakat Indonesia menjadi sulit dalam 
mengakses migas. 
Ketersediaan migas akan semakin menipis jika tidak adanya batasan 
terhadap akses perusahaan asing untuk berinvestasi ke industri migas nasional 
Indonesia, karena cadangan atau kilang-kilang migas yang dioperasikan oleh 
perusahaan termasuk Petrochina condong untuk keperluan energi domestik 
RRT dalam memenuhi kebutuhan dan permintaan energinya. Taktik 
PetroChina dalam strateginya mendapatkan kepentingan terhadap migas 
dengan membentuk anak-anak perusahaan PetroChina ini di Indonesia sebagai 
bumerang agar Indonesia fokus melihat keuntungan dari investasi dengan 
membentuk anak perusahaan dan menyampingkan ketahanan energi nasional 
yang justru nilai jualnya akan lebih tinggi jika Indonesia mampu 
mengeksplorasi cadangan migasnya sendiri.   
 Terkait dengan ketahanan energi pada 2014 menurut Dewan Energi 
Dunia (World Energy Council), ketahanan energi Indonesia terbilang rapuh 
dibandingkan dengan negara lain dimana Indonesia menduduki peringkat ke-
69 dari 129 negara karena Indonesia belum memiliki cadangan strategis dan 
cadangan penyangga (Prasetyo). Banyaknya perusahaan asing yang dapat 
mempengaruhi kebijakan energi Indonesia berimplikasi terhadap ketahanan 
energi nasional. Melihat kebijakan pemerintah Indonesia, hingga saat ini 
masih terbilang lemah karena kontrol pemerintah menjadi berkurang dalam 
pengelolaan energi, dengan maraknya perusahaan asing yang berkuasa 
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dibidang hulu. Hal inilah yang justru akan membuat kehadiran perusahaan 
menjadi penyebab atas ketidakamanan ketahanan energi nasional Indonesia.   
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Dari penelitian diatas menyangkut Dampak Eksplorasi Migas 
PetroCina Terhadap Ketahanan Energi Indonesia, maka penulis dapat 
menyimpulkan hasilnya sebagai berikut ; 
1. Hubungan Bilateral antara RRT dan Indonesia ini atas dasar kesamaan 
kepentingan dalam sektor energi (migas) dan Perusahaan PetroChina 
sebagai alat dalam mencapai kepentingan tersebut.  
2. Perusahaan PetroChina memiliki andil yang tidak terlalu besar dalam 
produksi migas Indonesia. Kehadiran perusahaan berkontribusi hanya 2% 
dalam produksi minyak dan 3% dalam produksi gas. Namun, dari sisi 
pendapatan Indonesia mendapatkan keuntungan dari investasi saham 
perusahaan. 
3. Hadirnya PetroChina menjadikan ketahanan energi Indonesia menjadi 
terancam terhadap affordable, accessable, dan reliable migas karena hasil 
eksplorasi lebih dominan ditujukan untuk kepentingan migas nasional 
RRT. 
B. SARAN 
Dalam mengatasi persoalan ketersediaan energi yang menipis akibat 
perusahaan asing, maka penulis menyarankan beberapa solusi yang 
semustinya dilakukan oleh pemerintah Indonesia, yaitu sebagia berikut ; 
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1. Pemerintah Indonesia seharusnya dapat secara tegas menetapkan 
Domestic Market Obligation (DMO) yang lebih tinggi untuk 
meningkatkan peran perusahaan migas asing dan nasional dalam 
memasok ketersediaan energi Indonesia. 
2. Pemerintah Indonesia sebaiknya mempertimbangkan ulang mengenai 
prioritas dalam kebijakan energi menyangkut andil perusahaan migas 
asing sebab pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga 
keberlangsungan ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat mengingat 
kebutuhan energi migas sangat diperlukan oleh masyarakat dalam 
kehidupan sehari-hari. 
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BAB I  
KETENTUAN UMUM  
  
Pasal 1 
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :  
1.Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi 
tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa  cair atau padat, termasuk aspal, 
lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dan proses 
penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokanbon lain 
yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan 
kegiatan usaha minyak dan gas bumi.  
2.Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi 
tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dan proses 
penambangan minyak dan gas bumi.  
3.Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi.  
4.Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari 
Minyak Bumi.  
5.Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan Negara kepada 
Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi.  
6.Survei Umum adalah kegiatan lapangan yang meliputi pengumpulan, analisis, 
dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi untuk 
memperkirakan letak dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi di luar 
Wilayah Kerja.  
7.Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada 
kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi.   
8.Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai 
kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak 
dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.  
9.Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan 
Minyak dan Gas Bumi dan Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas 
pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, 
penyimpanan, dan pengolahan untuk p emisahan dan pemurnian minyak dan gas 
bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.  
10. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu 
pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga. 
11. Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, 
mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau 
Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.  
12. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas bumi, dan/atau 
hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan 
Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan 
distribusi. 
13. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan 
pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.  
14. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi 
dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.  
15. Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia adalah seluruh wilayah daratan, 
perairan, dan landas kontinen Indonesia.  
16. Wilayah Kerja  adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan 
Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.  
17. Badan Usaha adalah Perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan 
jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
18. Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di 
luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakuka n kegiatan di 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peratunan 
perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.  
19. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama 
lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan 
Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.  
20. Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk 
melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga 
dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. 
21. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dan Presiden beserta para Menteri. 
22. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom 
yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.  
23. Badan Pelaksana adalah suatu Badan yang dibentuk untuk melakukan 
pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi. 
24. Badan Pengatur adalah suatu Badan yang dibentuk untuk melakukan 
pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan 
Bakar Minyak dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir.  
25. Menteri adalah Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi 
kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.  
 
 BAB XII 
KETENTUAN PERALIHAN 
  
Pasal 59 
Pada saat Undang-undang ini berlaku:  
a.  Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dibentuk Badan Pelaksana;  
b.  Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dibentuk Badan Pengatur.  
 
 Pasal 60 
Pada saat Undang-undang ini berlaku:  
a. Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, Pertamina dialihkan 
bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan Peraturan 
Pemerintah;  
b. Selama Persero sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum terbentuk, 
Pertamina wajib melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi serta 
mengatur dan mengelola kekayaan, pegawai dan hal penting lainnya yang 
diperlukan;  
c. Saat terbentuknya Persero yang baru, kewajiban Pertamina sebagaimana 
dimaksud dalam huruf b, dialihkan kepada Persero yang bersangkutan.  
 
Pasal 61 
Pada saat Undang-undang ini berlaku:  
a. Pertamina tetap melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan 
pengawasan pengusahaan kontraktor Eksplorasi dan Eksploitasi termasuk 
Kontraktor Kontrak Bagi Hasil sampai terbentuknya Badan Pelaksana;  
b. Pada saat terbentuknya Persero sebagai pengganti Pertamina, badan usaha 
milik negara tersebut wajib mengadakan Kontrak Kerja Sama dengan 
Badan Pelaksana untuk melanjutkan Eksplorasi dan Eksploitasi pada bekas 
Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina dan dianggap telah mendapatkan 
lzin Usaha yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 untuk 
usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga.  
 
Pasal 62 
Pada saat Undang-undang ini berlaku Pertamina tetap melaksanakan tugas 
penyediaan dan pelayanan Bahan Bakar Minyak untuk keperluan dalam negeri 
sampai jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun;  
 
Pasal 63 
Pada saat Undang-undang ini berlaku: 
a. Dengan terbentuknya Badan Pelaksana, semua hak, kewajiban, dan akibat 
yang timbul dan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) antara 
Pertamina dan pihak lain beralih kepada Badan Pelaksana;  
b. Dengan terbentuknya Badan Pelaksana, kontrak lain yang berkaitan dengan 
kontrak sebagaimana tersebut pada huruf a antara Pertamina dan pihak lain 
beralih  kepada Badan Pelaksana;  
c. Semua kontrak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dinyatakan 
tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak yang bersangkutan;  
d. Hak, kewajiban, dan akibat yang timbul dari kontrak, perjanjian atau 
perikatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tetap 
dilaksanakan oleh Pertamina sampai dengan terbentuknya Persero yang 
didirikan untuk itu dan beralih kepada Persero tersebut;  
e. Pelaksanaan perundingan atau negosiasi antara Pertamina dan pihak lain 
dalam rangka kerjasama Eksplorasi dan Eksploitasi beralih pelaksanaannya 
kepada Menteri. 
 
Pasar 64 
Pada saat Undang-undang ini berlaku:  
a. Badan usaha milik negara, selain Pertamina, yang mempunyai kegiatan 
usaha Minyak dan Gas Bumi dianggap telah mendapatkan Izin Usaha 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;  
b. Pelaksanaan pembangunan yang pada saat Undang-undang ini berlaku 
sedang dilakukan badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada 
huruf a tetap dilaksanakan oleh badan usaha milik negara yang 
bersangkutan;  
c. Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, badan usaha milik negara 
sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib membentuk Badan Usaha yang 
didirikan untuk kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan Undang-undang 
ini;   
d. Kontrak atau perjanjian antara badan usaha milik negara sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan pihak lain tetap berlaku sampai berakhirnya 
jangka waktu kontrak atau perjanjian yang bersangkutan. 
 
